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          
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini 
sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam tak lupa pula saya kirimkan kepada 
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebiadaban ke alam 
yang berperadaban seperti saat sekarang ini. 
 Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus 
dari kedua orang  tuaku yang tercinta, Ayahanda Mahmud (Alm) dan Ibunda 
Hamira, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, 
perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis 
juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudariku serta seluruh 
keluargaku yang senantiasa mendukung seluruh perjuanganku. Ucapan terimakasih 
yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada Seseorang yang senantiasa memberiku 
Semangat untuk terus berjuang dan menyelesaikan Studi Muthiah Awwaliyah.  
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) 
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami 
oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. 
Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak lain 
akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. 
Kendatipun demikian, namun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan 
kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat 
petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada 
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tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak 
terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril 
maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga 
terutama kepada yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya; 
2. Ibunda Istiqamah, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN 
Alauddin Makassar beserta bapak Rahman Syamsuddin, SH.,MH. 
selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum; 
3. Bapak Dr. Hamsir, SH., M.Hum., selaku pembimbing I dan bapak Dr. 
H. Kasjim Salenda, SH.M.Th.I  . selaku pembimbing II., di tengah 
kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses 
penulisan dan penyelesaian skripsi ini; 
4. Kepada Pihak Komisi Yudsial  Penghubung Daerah Sulawesi Selatan 
yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian, 
membimbing, mengarahkan dan memberikan Penulis berbagai literatur 
yang sesuai dengan keperluan penulis. 
5. Kepada penguji Bapak Ashabul Kahfi SH., MH. Dan Bapak Dr. Fadly 
Andi Natsif SH., MH. Selaku penguji I dan II yang telah memberikan 
komentar dan berbagai masukan terhadap skripsi ini. 
6. Kepada  Keluarga Besar Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN 
Alauddin Makassar dan Seluruh Kader yang tidak dapat saya sebutkan 
satu persatu, yang telah berkontribusi banyak dalam memberikan 
khazanah pengetahuan, Pengalaman dan Bantuan Kepada Penulis. 
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7. Kepada Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba Kom. UIN 
Alauddin Makassar dan seluruh kader yang tidak dapat saya sebutkan 
satu persatu, yang telah mengajarkan arti Solidaritas Mali Siparappe 
Tallang Sipahua, juga Kepada Perhimpunan Mahasiswa Hukum 
Indonesia DPC Makassar, BEM FSH UIN Alauddin Makassar 
Periode 2015/2016, HMJ Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar 
Periode 2014/2015 dan juga Kepada Lembaga Penelitian dan 
Penalaran Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 
8. Kepada seluruh civitas  akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dan melanarkan 
penulisan skripsi penulis. 
9. Kepada Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 1,2 2013 yang Tidak 
bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan canda dan tawa 
serta bantuan disetiap kesulitan selama penyusunan skripsi ini. 
10. Kepada seluruh teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 53 Desa 
Pabbentengang Kecamatan Bajeng, Ilham, Lia, Amel, Ukhti dan Ana, 
terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini 
 
Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan 
ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. 
Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan 
harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis 
mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah SWT. 
Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala 
terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih 
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yang tak terhingga kepada seluruh pihak baik yang telah disebut maupun yang tak 
sempat disebutkan. 
 
  Samata, 13 Juli 2017 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
xi 
 
ظ za z zet (dengan titik di bawah)  
ع „ain „ Apostrop terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  




a dan i 
 
  








Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 















a dan garis di 
atas 
  

















4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tamar butah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. 
Jika hurufيber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 






Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah(الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 




EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 





Nama : Indra Ardiansyah 
Nim : 10500113033 
Judul : Peran Komisi Yudisial Penghubung   Sulawesi Selatan dalam menciptakan 
peradilan bersih  
  Skripsi ini membahas tentang Efektifitas Peran KomisiYudisial Penghubung   
Sulawesi selatan dalam menciptakan peradilan bersih pada perkara tindak pidana 
korupsi di pengadilan negeri makassar, selanjutnya diramu ke dalam sub masalah atau 
pertanyaan penelitian, yaitu : 1). Bagaimana penerapan peraturan tentang tugas dan 
kewenangan penghubung komisi yudisial? 2). Bagaimanakah peran Komisi Yudisial 
penghubung wilayah Sulawesi selatan dalam menciptakan peradilan bersih? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperolah dari Koordinator 
penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan, Bapak Rusman Mejang, dan 
Asisten Penghubung Yusuf Nurdin, Ni Putu Dewi Damayanti dan Azwar Mahiz. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan penelusuran berbagai literature atau referensi. Tehnik pengelolaan 
dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian, dan 
pengambilan kesimpulan. 
  Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu, 1). Penerapan Peraturan Komisi 
Yudisial No 1 Tahun 2012 telah dilakukan sejak penghubung ada di setiap daerah, 
Peraturan inilah yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagai penghubung demi terciptanya sistem peradilan bersih. . 2). Pelakanaan tugas 
penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam 
pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, 
Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di daerah belumlah berjalan dengan sangat 
efektif, hal ini disebabkan karen kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
penghubung di daerah sulawesi selatan dengan jangkauan kerja yang sangat luas. 
Selain itu, belum adanya indikator untuk melakukan sebuah penilaian terhadap 
pelaksanaan Sistem peradilan bersih menjadi hambatan tersendiri untuk memberikan 
penilaian apakah sistem peradilan bersih telah terlaksana dengan maksimal atau masih 
perlu upaya peningkatan oleh Komisi Yudisial. 
 
  Skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan Komisi Yudisial 
Republik Inonesia agar kiranya dapat menambah jumlah petugas penghubung demi 





A. Latar Belakang Masalah 
  Pengadilan yang mandiri, netral (Tidak memihak), kompeten, transparan, 
akuntabel dan berwibawa,yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman 
hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non ( 
persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum). Pengadilan 
Merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses 
pembangunan peradaban bangsa. Hakim sebagai Aktor utama atau Figure sentral 
dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, 
memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme 
dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat, oleh karena itu semua 
wewenang dan tugas  yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka 
menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu.
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 Sebuah gelar yang diberikan kepada hakim bahwa Hakim sebagai wakil 
tuhan didunia telah menunjukkan betapa mulianya seorang hakim bila dalam 
putusannya selalu berlandaskan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang 
maha esa”. Hal ini menunjukkan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim 
adalah putusan yang mengedepankan keadilan dan kebenaran  yang harus mampu 
dipertanggung jawabkan secara Horizontal kepada sesama manusia dan secara 
vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 Namun dengan beberapa kasus yang terjadi belakangan ini seperti halnya 
adanya Hakim yang tertangkap menerima suap, Gratifikasi dan perbuatan curang 
lainnya yang menguntungkan beberapa pihak tertentu yang berperkara seolah-olah 
melunturkan kemuliaan profesi hakim sebagai pengayom di dunia. Ditambah lagi 
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Komisi Yudisial Republik Indonesia,(Jakarta; Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial 
Republik Indonesia, 2014) h.2 
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dengan beberapa pemberitaan tentang kecurangan hakim, salah satunya  pada 
tanggal 9 desember 2013 penyidik KPK  menahan seorang mantan hakim 
TIPIKOR pada PN Semarang terkait kasus Gratifikasi, selain itu KPK juga 
menahan  4 hakim Ad hoc pengadilan TIPIKOR Pontianak juga terkait kasus 
Gratifikasi.
2
 Selain itu, juga bisa  menimbulkan adanya persepsi ketidakpercayaan 
publik terhadap hakim dan pengadilan.  
  Maraknya terdengar istilah Mafia Peradilan (Judicial Corruption) dalam 
penyelenggaraan sistem peradilan di indonesia telah memberi dampak yang begitu 
berefek kepada Pengadilan. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
penyelenggara Peradilan serta opini masyarakat yang menganggap bahwa yang 
kaya adalah pemilik keadilan karna sang wakil Tuhan telah memperjual belikan 
Keadilan adalah sebuah kemunduran terhadap pembangunan Hukum negara kita 
dengan tujuan mewujudkan supremasi Hukum. 
 Bobroknya sistem peradilan yang ada di Negara kita serta opini publik  
yang tidak lagi percaya terhadap para penyelenggara peradilan adalah sebuah 
tugas yang harus diselesaikan dengan baik oleh para Hakim, praktisi hukum dan 
akademisi hukum agar kepercayaan publik terhadap hakim dan para 
penyelenggara peradilan dapat dikembalikan, sejatinya menurut Satjipto Rahardjo 
Hukum untuk Manusia bukan manusia untuk hukum.
3
 Hukum digalih dari 
kebiasaan-kebiasaan masyarakat (IUS CONSTITUENDUM) yang kemudian 
disahkan menjadi aturan tertulis yang bersifat mengikat kepada seluruh 
masyarakat (IUS CONSTITUTUM), Menurut Achmad Ali “Hukum adalah 
seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang 
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http://www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran-pers/1556-kasus-suap-hakim-




satjipto.html?m=1, diakses pada tanggal 29 November 2016 pada pukul 22.15 Wita 
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menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia 
sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, dan jika kaidah 
tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk 
menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.
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 Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut 
maka hadirlah sebuah lembaga negara yaitu Komisi Yudisial (Judicial 
Commission)  yang kewenangannya terdapat dalam Undang-Undang  Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B.
5
 
Kemudian lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam bab III pasal 13 UU No18 tahun 2011 
dijelasklan bahwa Komisi Yudisial berwenang: 
a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di mahkamah 
agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim; 
c. menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama 
dengan mahkamah agung; 




Serta memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan pasal  20 UU 
No 18 tahun 2011 yaitu: 
Pasal 14: 
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Achmad Ali, Menguak tabir hukum,(Jakarta : PT.Toko Gunung Agung Tbk,2002 ),h.35 
5
Titik Triwulan Tutik., Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial (sebagai 
lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 
1945),(Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007) h.108 
6
UU No 18 tahun 2011 tentang perubahan UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial(Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011) h 7 & 8 
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(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 
huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas : 
a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung; 
b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon 
hakim agung, dan 
c. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. 
Pasal 20: 
(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: 
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; 
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode 
etik dan/atau pedoman perilaku hakim; 
c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan 
dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara 
tertutup; 
d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik 
dan/atau pedoman perilaku hakim; 
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang  
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan 
kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga 
mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan 
hakim. 
(3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi 
Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk 
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melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya 
dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh 
hakim. 
(4) Aparat penegak hokum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi 
Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 Lahirnya Komisi Yudisial seolah-olah memberikan masyarakat sebuah 
tempat untuk mengadu dan melaporkan segala perilaku hakim apabila diduga 
melanggar atau bila dinilai oleh masyarakat bahwa hakim memperlihatkan sikap 
yang keliru ketika sedang melakukan tugasnya, dengan demikian adanya 
pengawas yang independen dan tidak berasal dari lembaga yang sama membuat 
masyarakat sedikit demi sedikit kembali percaya dengan independensi hakim 
dalam memutus perkara.
7
 Namun posisi Komisi Yudisial yang terletak di ibukota 
Negara tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan 
untuk menjangkaunya, sehingga dengan pertimbangan itulah serta banyaknya 
laporan dari daerah-daerah dan sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UU No 18 tahun 
2011 pengganti UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka demi 
kelancaran segala pemantauan perilaku hakim dan untuk mempermudah 
masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim dan pedoman 
perilaku hakim  maka Komisi Yudisial melalui Peraturan Komisi Yudisial 
Republik indonesia Nomor 1 tahun 2012  tentang pembentukan, susunan dan tata 
kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah dan berdasarkan keputusan 
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Nomor:119/KEP/SET.KY/08/2013 dibentuklah Penghubung Komisi Yudisial di 
berbagai daerah, salah satunya di daerah Sulawesi Selatan yang juga merupakan 
kota besar dan juga tingkat dugaan  pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku 
                                                          
  7 Adhyaksa Dault, Menghadang Negara Gagal : Sebuah Ijtihad Politik, Renungan 
Seorang Anak Bangsa, ( Jakarta: Renebook, 2012), h.214 
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hakim lumayan banyak berdasarkan laporan dari masyarakat yang masuk ke 
Komisi Yudisial Republik Indonesia.
8
 
  Dengan hadirnya Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah yang 
merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dinilai 
sebuah langkah yang strategis mengingat wilayah kerja Komisi Yudisial meliputi 
seluruh hakim yang kurang lebih berjumlah 8000-an di seluruh Indonesia 
sehingga dengan hadirnya berbagai penghubung jelas akan mempermudah Komisi 
Yudisial Dalam melaksanakan tugasnya sebagai amanah dari masyarakat untuk 
melakukan Reformasi Peradilan menuju peradilan yang bersih dan bermartabat. 
Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan yang dilantik pada 
tanggal 17 September 2013 di Auditorium Al Jibra Universitas Muslim Indonesia 
telah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan di daerah 
Sulawesi Selatan untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan 




 Selain sebagai akses yang mudah bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk 
melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di 
daerah Sulawesi Selatan, tentunya penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi 
Selatan diharap kanmampu mengembalikan sistem peradilan di Sulawesi Selatan 
kearah peradilan yang betul-betul bersih dari KKN (Kolusi,Korupsi dan 
Nepotisme) dan senantiasa mengedepankan keadilan bagi setiap orang. 
 Dengan takeline “Wujudkan Peradilan Bersih” yang senantiasa di 
suarakan dan disosialisasikan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan seluruh 
penghubung termasuk penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan 
                                                          
8
 Wawancara dengan seluruh petugas penghubung ky sulsel tanggal 15 Agustus 2016 
pukul 09.45 di kantor penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan. 
9
 Browsur Komisi Yudisial sulsel 
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dengan berbagai rangkaian kegiatan kepada seluruh elemen masyarakat 
merupakan salah satu langkah progresif yang mendapatkan apresiasi dari 
masyarakat.
10
 Dimana terbukti banyaknya masyarakat yang memberikan support 
berupa pengumpulan tanda tangan mendukung Peradilan bersih dengan tajuk 
“Save Komisi Yudisial Save Peradilan indonesia” setiap kali Komisi Yudisial 
mendapatkan masalah atau hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. 
 Dengan kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat, maka Komisi 
Yudisial harus konsisten dan betul – betul bergerak untuk mewujudkan peradilan 
bersih yang menjadi dambaan seluruh masyarakat indonesia, tetapi tentunya 
dalam mewujudkan hal tersebut, Komisi Yudisial Republik Indonesia bersama 
seluruh penghubung diberbagai daerah termasuk penghubung daerah Sulawesi 
Selatan mengharapkan partisipasi dari seluruh penegak hukum dan seluruh 
elemen masyarakat yang memiliki hakekat sebagai manusia, dimana manusia 
akan bernilai apabila perbuatannya baik dan bermanfaat yang lahir dari bisikan 
hati yang suci sehingga dengan demikian hal tersebut menjadi prinsip etik yang 




  Semakin berkembangnya dzaman maka semakin canggih dan semakin 
banyak pulalah cara-cara yang dilakukan oleh mafia Peradilan, oleh karena itu, 
untuk mewujudkan sistem peradilan bersih dimana sistem menurut Bartalanffy 
yang dikutip oleh lili Rasjidi adalah a complex ofelements in mutual interation 
(sistem sebagai suatu komplek elemen dalam suatu kesatuan interaksi)
12
 maka 
                                                          
  
10
 Peter Davis, Public Participation, the Aarhus Convention and the European Union In Human 
Rights and Natural Resources Development, Editor Zilman, Luas and Pring, (Oxford: Oxford University 
Press, 2002), h.157 
11
Sukarno Aburaera, dkk, Filsafat Hukum (dari rekonstruksi sabda manusia dan 
pengetahuan hingga keadilan dan kebenaran)(Makassar; Pustaka Refleksi,2010),  h. 206. 
12 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Mandar Maju, 2003), h.63. 
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seluruh SDM Komisi Yudisial harus satu Visi untuk betul-betul bekerja 
mewujudkan Sistem Peradilan Bersih tersebut. 
 Melihat dengan banyaknya perkara diberbagai pengadilan yang ada dalam 
jangkauan daerah Sulawesi Selatan dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang 
hanya berjumlah 4 orang maka untuk mewujudkan peradilan bersih di Sulawesi 
Selatan sulit untuk tercapai, hal ini disebabkan karena jumlah hakim yang perlu 
diawasi jauh lebih banyak daripada jumlah SDM Komisi Yudisial Penghubung 
Sulawesi Selatan sehingga tidaak menutup kemungkinan keberadaan Komisi 
Yudisial Penghubung wilayah Sulawesi Selatan tidak memberikan dampak apa-
apa terhadap system peradilan yang diharapkan bebas dari KKN. Hal tersebut 
menjadi tantangan tersendiri untuk membuktikan dan mempertahankan 
kepercayaan masyarakat untuk menciptakan dan mewujudkan peradilan bersih 
dan bermartabat di Sulawesi Selatan. 
  Dengn demikian penulis akan meneliti peran Komisi Yudisial penghubung 
Daerah Sulawesi Selatan dalam Menciptakan Peradilan Bersih di Sulawesi 
Selatan mulai sejak hadirnya penghubung Komisi Yudisial di Sulawesi Selatan 
yakni September 2013 – Januari 2017. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Fokus pada penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan peran 
penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan sebagai amanat undang – undang 
dasar 1945, Undang – Undang Nomor 18 tahun 2011 pengganti Undang – Undang 
Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan tata 
kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah  dalam menciptakan peradilan bersih 
utamanya dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai amanah reformasi 




C. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian yang telah di paparkan sebelumnya, maka pokok 
permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana Peran KomisiYudisial 
Penghubung Sulawesi Selatan dalam menciptakan peradilan bersih  yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan Peraturan tentang tugas dan kewenangan 
penghubung Komisi Yudisial?. 
2. Bagaimanakah peran Komisi Yudisial penghubung wilayah Sulawesi 
Selatan dalam menciptakan peradilan bersih di Sulawesi Selatan? 
 
D. Kajian Pustaka 
 Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian 
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun 
penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis sebagai berikut: 
 Komisi Yudisial Republik Indonesia  dalam bukunya “Kiprah 9 Tahun 
Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme” memberikan penjelasan 
yang lengkap mengenai Komisi Yudisial Republik Indonesia, dimulai dari 
selayang pandang Komisi Yudisial dimana Komisi Yudisial lahir dari lahirnya 
UUD 1945 amandemen ke tiga sebagai tuntutan Reformasi, yakni reformasi 
peradilan hingga sampai pada saat ini berbagai program demi peradilan ideal, 
bersih dan berwibawa terus dilakukan, berbagai program dan kegiatan yang telah 
dilakukan oleh Komisi Yudisial (rekruitmen hakim, pengawasan hakim dan 
investasi, SDM, advokasi, hukum, penelitian dan pengembangan, pencegahan dan 
peningkatan kapasitas hakim, hubungan antara lembaga dan layanan informasi) 
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hingga pada penguatan kelembagaan serta sampai pada perencanaan dan anggaran 
Komisi Yudisial. Buku ini menyajikan secara lengkap mengenai poin diatas 
namun belum membahas mengenai peran penghubung Komisi Yudisial seperti 
yang di teliti oleh penulis. 
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 
yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam Undang-
Undang ini membahas sekaligus memberikan Legal Standing bagi Komisi 
Yudisial sebagai salah satu Lembaga Negara pada bidang Yudikatif  mengenai 
berbagai kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Yudisial serta mekanisme kerja 
dari berbagai kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia. 
 Dalam buku “Biografi Zainal Arifin „Pengayom‟ Menapak Hidup di Jalan 
Allah” yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, di dalam buku 
ini Zainal Arifin menceritakan bagaimana seorang hakim harus mengedepankan 
kejujuran sebagai Mahkota sebagai upaya untuk menegakkan keadilan yang 
seadil-adilnya, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang memang salah 
sekalipun ia adalah seorang penguasa, hingga pada kelahiran sang pengawas 
yakni Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk Memartabatkan Hakim, 
memartabatan hakim yang dimaksud adalah bagaimana Komisi Yudisial Republik 
Indonesia membuka diri kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan perilaku 
hakim, mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim , menyidang hakim yang 
terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, mengangkat martabat 
hakim dan menaikkan gaji hakim. Selain itu dalam buku ini juga menjelaskan 
bagaimana proses hilangnya beberapa kewenangan Komisi Yudisial yang ada 
pada Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2004 yang dilakukan oleh 33 orang 
hakim agung melakukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi 
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hingga Mahkamah Konstitusi memutus untuk menerima seluruh permohonan 33 
hakim agung, beberapa kewenangan yang hilang diantaranya adalah kewenangan 
Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi dan kewenangan Komisi Yudisial 
untuk ikut serta dalam proses rekruitmen hakim untuk memutus mata rantai dalam 
proses rekruitmen hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selama ini. 
 Dalam buku “Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih” yang 
diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam buku ini memuat 
berbagai tulisan dari berbagai pakar hukum Indonesia, mulai dari bagaimana 
Komisi Yudisial hadir untuk menyonsong peradilan bersih, pengawasan hakim 
untuk peradilan yang fair, bagaimana Komisi Yudisial menjaga kemulian profesi 
hakim, hingga pada dinamika yang dialami oleh Komisi Yudisial dalam 
menghadapi arus globalisasi. Selain itu dalam buku ini juga menjelaskan berbagai 
upaya yang dilakukan Komisi Yudisial untuk mencetak hakim yang bervisi 
keadilan, dimana hakim merupakan benteng hukum terakhir demi tercapainya 
sebuah keadilan bagi para pencari keadilan melalui jalur pengadilan hingga pada 
penjelasan bagaimana masyarakat sebagai salah satu icon sekaligus mitra Komisi 
Yudisial Republik Indonesia untuk bersama-sama mengawasi hakim yang 
jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan SDM yang dimiliki oleh Komisi 
Yudisial. Bagi Komisi Yudisial perubahan tidak dapat dilakukan hanya secara 
kelembagaan tetapi perubahan dapat tercapai apabila masyarakat sebagi elemen 
terpenting dalam negara memberikan dukungan dan turut serta dalam mengawal 
perubahan yang dinginkan, terutama pada perubahan Peradilan (Reformasi 
Peradilan). 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun beberapa tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui Tugas dan wewenang Komisi Yudisial Penghubung 
berdasarkan peraturan yang ada. 
2. Untuk mengetahui peran penghubung Komisi Yudisial wilayah Sulawesi 
Selatan dalam meniptakan peradilan bersih. 
  Selain tujuan diatas, Penulis berharap skripsi ini juga memiliki kegunaan, 
adapun kegunaannya adalah sebagai sarana untuk menambah keilmuan dan 
intelektualitas penulis dan para pembaca, dan sebagai informasi kepada 
masyarakat untuk menyatukan tekad mendukung proses reformasi peradilan ke 
peradilan yang benar- benar bersih yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan 








A. Sekilas tentangKomisi Yudisial 
 Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir 
tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda Reformasi yang disusung adalah 
Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), serta 
Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan 
wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang 
dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan. 
  Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia.
1
 Komisi Yudisial dimulai pada 9 
November 2001 saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia mengesahkan amandemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi 
Yudisial resmi menjadi salah satu Lembaga Negara yang diatur secara khusus dalam 
konstitusi/dasar negara yakni dalam pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B.
2
 
 Reformasi Konstitusi melalui perubahan UUD 1945 tahap ketiga telah 
menghasilkan satu ketentuan khusus yang mengatur suatu lembaga pengawas 
eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Pada pasal 24A ayat (3) disebutkan tentang 
tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berbunyi ,”Calon Hakim agung 
diusulkan Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan 
                                                          
  
1
 Cicut Sutiarso, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis, (Jakarta : Yayasan Pustaka 
Obor Indonesia, 2011), h.59 
 
2
 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kiprah 9 tahun menjaga kehormatan meningkatkan 





sebagai hakim agung oleh Presiden”. Sedangkan ketentuan lebih lengkap tentang 
Komisi Yudisial Republik Indonesia tercantum dalam pasal 24B sebagai berikut: 
1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 
menegakkan Kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan   di bidang hukum 
serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial Republik Indonesia 
diatur dengan Undang – undang.3 
 Gagasan inti dari ide tentang Komisi Yudisial bertolak dari praktik sejumlah 
kelemahan sistem pengawasan terhadap hakim dan hakim agung yang dijalankan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kelemahan – kelemahan itu antara lain 
kurangnya Transparansi dan akuntabilitas, adanya dugaan membela Korupsi, kurang 
lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang 
ada secara efektif, kelemahan sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan yang 
selama ini berjalan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, rumitnya birokrasi 
yang harus dilalui untuk melaporkan dan mengadukan perilaku hakim yang 
menyimpang dan beberapa kelemahan lainnya. Oleh karena itu mahkamah Agung 
sendiri memerlukan adanya institusi tersendiri, yang independen, yang juga memiliki 
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim tersebut. 
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Majelis permusyawaratan rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (Jakarta: 





 Zainal Arifin memandang bahwa perkembangan karakteristik negara hukum 
dapat dilihat dari pemikiran yang dikembangkan oleh ahli dan lembaga-lembaga. 
Baginya, sebagaimana yang dirumuskan dalam The International Commission of 
jurist (ICJ) yang mencoba melengkapi suatu prinsip penting sebagai ciri suatu negara 
hukum yaitu independency and impartiality of yudiciary. Prinsip ini melengkapi 3 
prinsip lainnya yakni Supremacy of law, Equality before the law, Due Proces of law. 
Dengan demikian salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum yang 
demokratis adanya kekuasaan Kehakiman yang independen dan imparsial. 
 Di dalam konteks sistem dan format kekuasaan kehakiman di Indonesia 
seperti UUD 1945, suatu negara hokum yang demokratis tidak menghendaki adanya 
suatu lembaga tertentu memiliki kekuasaan yang tidak terkontrol (untouchable). 
Kekuasaan telah didesain di dalam suatu sistem, dimana kekuasaan dipisahkan atau 
dibagi dalam fungsi pada lembaga yang sederajat serta saling imbang dan saling 
kontrol (Checks and balances). 
 Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 2004 terbitlah UU Nomor 22 tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia. Undang – Undang ini tentu saja 
mengatur banyak hal seputar Komisi Yudisial Republik Indonesia, mulai dari 
masalah kedudukan dan susunan Komisi Yudisial, tugas dan wewenang Komisi 
Yudisial, ketentuan anggota Komisi Yudisial, hingga persoalan pertanggung jawaban 
dan pelaporan Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada masyarakat. Lahirnya 
Undang–Undang tersebut memberikan amanah untuk segera melakukan seleksi 
dalam memilih anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia dan setelah melalui 
proses yang panjang akhirnya pada tanggal 2 agustus 2005, 7 anggota Komisi 





Soeparto, Chatamarrasjid, Zainal Arifin, Mustofa Abdullah, dan Thahir Saimima 
mengucapkan sumpah dihadapan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang 
Yudhoyono.
4
Sejak saat itulah Komisi Yudisial Republik Indonesia memulai tugas 
dan fungsinya sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No 22 tahun 2004. 
 Namun seiring dengan berjalannya waktu 33 hakim agung mengajukan 
permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa kewenangan 
Komisi Yudisial di dalam UU No 22 tahun 2004 salah satunya adalah keikutsertaan 
Komisi Yudisial dalam proses Rekruitmen dan seleksi hakim, serta mengenai 
Pengawasan terhadap hakim agung dan hakim konstitusi.
5
 Dan pada Agustus 2006 
Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materiil tersebut dengan 
membatalkan beberapa kewenangan Komisi Yudisial yang diminta dalam 
permohonan uji materiil UU No 22 tahun 2004, maka praktis kewenangan Komisi 
Yudisial hanya menyeleksi calon hakim agung saja,
6
 itupun masih menimbulkan 




 Dengan adanya pemangkasan kekuasaan tersebut maka untuk kembali 
memulihkan kewenangannya sebagai lembaga pengawas independen maka para 
anggota Komisi Yudisial melakukan usaha untuk melakukan revisi terhadap UU No 
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 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Biografi Zainal abidin Pengayom (Menapak hidup 
dijalanAllah), (Jakarta Komsi Yudisial Republik Indonesia, 2010), h. 102,103,106,107,108,122dan123 
  5 Denny Indrayana, Negara Antara dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, (Jakarta: 
Kompas, 2008), h.25 
  6 Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan, (Jakarta: 
Gramedia, 2011), h.158 
 7Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial dalam Mosaik ketatanegaraan 
kita,(Bunga Rampai Komisi Yudisial dan reformasi peradilan),(Jakarta: Komisi Yudisial Republik 





22 tahun 2004, namun hingga masa jabatan Busyro Muqoddas usaha tersebut belum 
juga menemui hasil yang diinginkan. 
 Dibawah kepemimpinan Eman Suparman Usaha untuk melakukan Revisi 
akhirnya membuahkan hasil, Komisi Yudisial memiliki amunisi baru dengan lahirnya 
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang 
Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 november 
2011. Kelahiran Undang – Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi 
Yudisial Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang 
perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial antara lain: 
Melakukan seleksi pengangkatan hakim Adhoc di Mahkamah Agung, melakukan 
upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah – langkah 
hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran Martabat serta 
perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, 




B. Kongkretisasi kewenangan yuridis Komisi Yudisial 
 Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia ditegaskan dalam konstitusi 
yakni pada pasal 24B ayat 1 Bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang 
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim”.9 Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang lahir dari 
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tuntutan masyarakat mengenai pentingnya Keadilan yang merata yang harus 
diwujudkan oleh institusi pengadilan, bukan malah menjadikan pengadilan sebagai 
black market of justice. 
 Selain Dalam Undang – Undang Dasar kewenangan kewenangan Komisi 
Yudisial diatur secara khusus pada Undang – Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang 
pengganti Undang – Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
Republik Indonesia. Dalam pasal 13 dijelaskan tentang kewenangan Komisi Yudisial 
Republik Indonesia yaitu: 
a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di mahkamah 
agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim; 
c. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama – sama 
dengan mahkamah agung; dan 




 Dari kewenangan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD setelah 
berdiskusi dengan badan legislasi DPR RI dalam tulisannya yang diberi judul 
“Komisi Yudisial dalam Mozaik ketatanegaraan kita” dijelaskan bahwa; 
1. Istilah “Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim” diartikan sebagai upaya yang meliputi pencegahan dan 
penindakan atas perbuatan hakim, baik di dalam kedinasan maupun diluar 
kedinasan. Dalam cakupan pengertian seperti ini maka pengawasan atas 
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hakim mencakup pengawasan preventif (misalnya dalam hal seleksi hakim) 
dan pengawasan refresif (misalnya pemeriksaan dan penindakan atau 
penjatuhan sanksi). 
2. Dalam upaya melakukan seleksi atas kualitas dan kepribadian calon hakim 
agung Komisi Yudisial antara lain dapat mewajibkan calon hakim menyusun 
karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan. Namun perlu ditekankan 
agar pembuatan karya ilmiah tersebut dilakukan seketika di tempat seleksi, 
bukan dibuat dirumah atau diserahkan beberapa hari sebelumnya. Ini 
dimaksudkan untuk menjaga orisinalitas dan menyaring kemampuan 
artikulatif setiap calon hakim agung. Selain itu perlu juga ditentukan 
pembacaan rekam jejak (Track record) melalui telaah atas semua putusan 
yang pernah dibuat. 
3. Tugas “menjaga” dan “Menegakkan” kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim. Untuk tugas ini Komisi Yudisial dapat “melakukan 
pengawasan” atas perilaku hakim serta “memeriksa dan memutus” terhadap 
dugaan pelanggaran kode etik dan keharusan perilaku baik atas pengaduan 
masyarakat maupun atas temuan Komisi Yudisial sendiri. Dalam kaitan ini 
perlu dipertimbangkan atau ditegaskan tentang apa yang dimaksud “hasil 
temuan” Komisi Yudisial sendiri, sebab konsep dasar yang dianut adalah 
“sikap pasif” bagi Komisi Yudisial dalam arti Komisi Yudisial hanya 
memproses laporan dari masyarakat tanpa boleh mencari – cari kasus sendiri. 
4. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat 
serta perilaku hakim, ditentukan beberapa larangan bagi hakim untuk 





judex in causa sua). Meskipun ini telah menjadi asas di dalam hukum tetapi 
perlu juga dicantumkan di dalam bagian ketentuan tentang kode etik bahwa 
hakim tidak boleh atau harus mengundurkan diri dari (penanganan) perkara 
yang ada kaitan dengan dirinya.
11
 
  Menurut Ahmad Ali bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 13 tersebut 
menakupi perilaku hakim diluar dan selama persidangan pengadilan. Hal ini sesuai 
dengan nama Komisi Yudisial yang berarti pengawas proses yudisial yang mencakupi 
proses persidangan di pengadilan.
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 Dalam pasal 19 A UU Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU 
Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dikatakan bahwa “Dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, 
Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang 
ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.” Serta dalam pasal 20 
dijelaskan : 
1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas : 
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; 
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode 
etik dan/atau pedoman perilaku hakim; 
c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan 
pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup; 
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d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau 
pedoman perilaku hakim; dan 
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan 
kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga 
mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasias dan kesejahteraan 
hakim. 
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi 
Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk 
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan 
pelanggaran kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim. 
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
13
 
 Dalam melaksanakan tugas tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia bersama dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia membuat 
keputusan bersama tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim Nomor 




1. Berperilaku Adil 
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Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang 
menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama 
kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling 
mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi 
kesempatan yang sama (Equality and fairness) terhadap setiap orang. 
Penerapan : 
1.1. Umum 
(1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati 
asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan. 
(2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, 
dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari 
keadilan. 
(3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan 
haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. 
(4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah 
berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi 
yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. 
(5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa 
suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis 
kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau 
mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan 
hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam 





(6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua 
pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku 
sebagaimana dimaksud dalam butir (5). 
(7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan 
tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, 
mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-
saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi 
advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada 
arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. 
(8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak 
beritikad semata-mata untuk menghukum. 
(9) Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau 
pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol 
jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap 
para pihak yang terkait dengan perkara. 
1.2. Mendengar kedua belah pihak 
(1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang 
khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan 
dalam suatun proses hukum di pengadilan. 
(2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara iluar 
persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan 
demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, 
diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip 






2. Berperilaku Jujur 
 Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar 
adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya 
pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan 
yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak 
terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. 
Penerapan 
2.1. Umum 
(1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang 
tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. 
(2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, 
baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para 
pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidak berpihakan hakim dan 
lembaga peradilan (impartiality). 
2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya 
(1) Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami 
atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, 
untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, 
penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari : 
a. Advokat; 
b. Penuntut; 





d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; 
e. Pihak yang memiliki kepentingan baik lansung maupun tidak lansung 
terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat 
akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar 
(reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud 
untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. 
 Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari 
segala keadaan (Circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk 
mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian 
yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, 
ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya 
sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp 500.000,- (lima 
ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah 
sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam undang-undang tindak 
pidana korupsi. 
(2) Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau 
pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang 
bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, 
pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal 
yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang 
bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari : 
a. Advokat; 
b. Penuntut; 





d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan keadilan oleh hakim tersebut; 
e. Pihak yang memiliki kepentingan baik lansung maupun tidak lansung 
terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat 
akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut 
diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan 
tugas peradilannya. 
2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran atau Ganti Rugi 
Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk 
kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik 
kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak 
mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang 
bersangkutan. 
2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan 
(1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada 
komisi pemberantasan korupsi (KPK), ketua muda pengawasan 
Mahkamah Agung, dan ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 
(2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada komisi 
pemberantasan korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta 
bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. 
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana 
 Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma 
yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, 





pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang 
arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, 
mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. 
Penerapan : 
3.1. Umum 
(1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela. 
(2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain 
yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang 
dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. 
(3) Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang 
bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau 
sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. 
(4) Hakim dilarang mingizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang 
anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima 
anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. 
(5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari 
pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. 
(6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan 
pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya. 
(7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam 
proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang 
dan tugas yudisialnya. 
(8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau 





(9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi 
kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan 
dengan hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait 
dengannya. 
3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik 
(1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat 
mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlansungnya proses 
peradilan yang adil, independen dan tidak memihak. 
(2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi 
suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara 
yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. 
(3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan 
kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi 
lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara. 
(4) Hakim dapa memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat 
kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang 
dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai 
hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan 
dengan masalah substansi perkara tertentu. 
(5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau 
pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan 
baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 





(6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau 
pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang 
hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat 
mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain. 
3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan dan Kepartaian 
(1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam 
kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem 
hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan 
tersebut tidak dimaksudkan untuk memamfaatkan posisi hakim dalam 
membahas suatu perkara. 
(2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba 
yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi 
peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak 
mempengaruhi sikap kemandirian hakim. 
(3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau 
secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik 
atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan 
beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik. 
(4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang 
tidak mengurangi sikap netral (Ketidak berpihakan) hakim. 
4. Bersikap Mandiri 
 Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas 





mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip 
dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang 
berlaku. 
Penerapan : 
(1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari 
pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat lansung 
maupun tidak lansung dari pihak manapun. 
(2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga 
eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi 
mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan. 
(3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan 
masyarakat terhadap badan peradilan. 
5. Berintegritas Tinggi 
 Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan 
tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan 
tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam 
melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang 
berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan 
tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. 
Penerapan : 
5.1. Umum 
5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela. 
5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki 





kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan 
(reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan. 
5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik lansung maupun tidak 
lansung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu 
perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. 
5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik lansung 
maupun tidak lansung dengan Advokat yang sering berperkara di 
wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat. 
5.1.5. Pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang 
wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat 
memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama 
hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang 
disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke pengadilan. 
5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi 
mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya 
konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara. 
5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, 
memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau 
menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di 
pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 
5.2. Konflik Kepentingan 





(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan 
keluarga dengan ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, 
advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. 
(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki 
hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, 
penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut. 
5.2.2. Hubungan pekerjaan 
(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau 
menjadi penunut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada 
persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah. 
(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani 
hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak 
yang  akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain 
sebelum menjadi hakim. 
(3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan 
kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus 
yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam 
melaksanakan tugas-tugas peradilan. 
(4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya 
adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila 
hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok 
masyarakat atau partai politik tersebut. 





(1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-
beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk 
mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya. 
(2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk 
mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga 
dalam hubungan finansial. 
(3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan 
kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang 
dapat memperoleh keuntungan finansial. 
5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta 
Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut 
telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak 
atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu 
perkara yang akan disidangkan. 
5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah 
Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, 
pinjaman, atau mamfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin 
atau terus menerus dari pemerintah daerah, waalaupun pemberian 
tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial. 
 
5.3. Tata Cara Pengunduran Diri 
5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur 
dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan 





mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk 
mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap 
lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak 
dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. 
5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban 
mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib 
meminta pertimbangan ketua. 
6. Bertanggung Jawab 
 Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-
baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki 
keberanian untuk menanggung segala akibat atau pelaksanaan wewenang dan 
tugasnya tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya 
pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, 
serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. 
Penerapan : 
6.1. Penggunaan Predikat Jabatan 
Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, 
keluarga atau pihak lain. 
6.2. Penggunaan Informasi Peradilan 
Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang 
bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk 
tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan. 





Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan 
kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. 
Prinsip menju jung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan 
membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang 
senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. 
Penerapan : 
7.1. Umum 
Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan 
profesi baik didalam maupun di luar pengadilan. 
7.2. Aktivitas Bisnis 
(1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha 
yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. 
(2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak 
ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim 
tersebut. 
7.3. Aktifitas lain 
Hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan 
dengan perkara. 
7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya 
seorang advokat kecuali jika : 
a. Hakim tersebut menjadi pihak dipersidangan; 
b. Memberikan nasihat hukum Cuma-Cuma untuk anggota 






7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam 
kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara 
tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau 
aturan ini. 
7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor , administrator atau 
kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota 
keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan 
tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi 
pelaksanaan tufasnya sebagai hakim. 
7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7.4. Aktifitas Masa Pensiun 
Mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan 
pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di pengadilan terutama 
dilingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, 
sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun 
atau berhenti sebagai hakim. 
8. Berdisiplin Tinggi 
Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang 
diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengembang amanah serta 
kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong 
terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam 
pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta 






8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksankan tugas 
pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan 
dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. 
8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan 
dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat 
dan biaya ringan. 
8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
8.4. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan 
perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari 
pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan. 
9. Berperilaku Rendah Hati 
Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari 
kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan 
mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus 
belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap 
tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan 







Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang 
tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian 
dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan 
sebuah amanat yang akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan 
Tuhan Yang Maha Esa. 
9.2. Popularitas 
Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan 
mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun 
juga. 
10. Bersikap Profesional 
Profesional bermkana suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk 
melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung 
oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap 
profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga 
dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil 
pekerjaan, efektif dan efisien. 
Penerapan : 
10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat 
melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. 
10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif 
dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam 





10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang 
lain secara profesional. 
10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat 
keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau 
para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang 
menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara 
yang ditanganinya. 
 Namun sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2011 bahwa 
butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 keputusan bersama 
ketua mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik 
Indonesia tanggal 8 april 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak 
sah dan tidak berlaku untuk umum.
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 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 juga memberikan wewenang kepada 
Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk membentuk penghubung diberbagai 
daerah demi efektifitas kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam pasal 3 
ayat 2 dikatakan bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah 
sesuai dengan kebutuhan” dan ayat 3 “ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, 
susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Komisi Yudisial. Atas dasar itulah 
Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk membentuk penghubung di daerah dan 
mengeluarkan Peraturan Nomor 01 tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan 
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Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, hingga kini sudah ada 12 
penghubung Komisi Yudisial diberbagai daerah  
 Penghubung tersebut diharapkan mampu mempermudah tugas Komisi 
Yudisial yang bertempat di Jakarta, sehingga para penghubung menjadi akses yang 
mudah untuk masyarakat pencari keadilan di daerah. Dalam pasal 2 ayat 2 PKY No 
01 tahun 2012 dikatakan “pembentukan penghubung Komisi Yudisial bertujuan 
untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, 
meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta 
perilaku hakim. 
 Pada bab III PKY No 01 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan 
Wewenang penghubung Komisi Yudisial dijelaskan : 
Pasal 3 
1. Penghubung mempunyai hubungan hierarkis dengan Komisi Yudisial dan 
bertanggung jawab kepada ketua Komisi Yudisial melalui Sekretaris Jendral. 
2. Penghubung berkedudukan di ibu kota provinsi yang wilayah kerjanya berada 
dalam lingkup provinsi atau daerah hukum pengadilan tinggi. 
Pasal 4 
Penghubung berfungsi membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, Keluhuran martabat serta perilaku hakim. 
Pasal 5 
Penghubung bertugas : 
1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik 





2. Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya ; 
3. Melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, 
sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi 
calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari 
upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim; dan 
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial. 
Pasal 6 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, 
penghubung berwenang : 
a. Melakukan pencatatan laporan masyarakat; 
b. Memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat; 
c. Menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan; 
d. Memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor; dan 
e. Memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan 
sebelum dilakukan registrasi 
Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, 
penghubung berwenang : 
a. Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah 
dari Komisi Yudisial; 
b. Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada 
Komisi Yudisial; 
c. Melakukan pendampingan terhadap tim pemantau dari Komisi Yudisial; 





e. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah 
kerjanya. 
Pasal 8 
(1)  Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam 
pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 penghubung wajib : 
a. Menjaga kerahasiaan laporan masyarakat dan hasil-hasil pemantauan; 
b. Mengikuti/mematuhi tata cara penanganan laporan masyarakat dan 
pemantauan persidangan yang diatur dalam peraturan Komisi Yudisial; 
dan 
c. Menyampaikan laporan masyarakat dan hasil pemantauan kepada Komisi 
Yudisial secara berkala. 
(2)  Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam 
pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 penghubung dapat melakukan koordinasi 
dengan mitra kerja/jejaring Komisi Yudisial di daerah. 
Pasal 9 
Dalam hal penghubung mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan 





C. Pentingnya Pengawasan 
 Istilah “Pengawasan” sering di padankan dengan istilah “toezicht” (Belanda), 
“supervision” (Inggris), dan “control” (Belanda dan Inggris). Pengawasan (Toezicht, 
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supervision) adalah suatu bentuk hubungan dengan legal entity yang mandiri, bukan 
hubungan internal dari entitas yang sama.
17
  
 Menurut Fayol pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang 
dianut. Selain itu menurut Sujamto pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan 
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan 
tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
18
 
 Dari defenisi tersebut, jelas bahwa untuk menilai efektifitas kinerja Hakim 
maka perlu adanya pengawasan. Hal ini bukan  dimaksudkan untuk memata-matai 
hakim apalagi menghilangkan independensi hakim dalam memutus perkara, Hanya 
saja sebagai fungsi check and balances dalam rangka menciptakan peradilan fair yang 
berwibawa, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara betul-betul memperhatikan 
prinsip-prinsip kebenaran karena putusan hakim adalah putusan hukum yang 
memiliki implikasi yuridis, salah satunya dapat menjadi yurisprudensi. Jika putusan 
hakim itu bernilai tinggi, memiliki rasionalitas hukum yang mendalam, 
mencerminkan kepribadian hakim yang independen, kuat dan cerdas, maka tentu 
akan sangat kontributif bagi perkembangan hukum dan ilmu hukum. 
 Putusan hakim juga bisa menimbulkan malapetaka kemanusiaan apabila 
putusan itu tidak cermat, keliru atau salah. Jika hakim salah menjatuhkan putusan, 
maka bisa terjadi pihak yang sebenarnya tidak bersalah justru di hukum, yang berhak 
justru kehilangan hak, yang seharusnya dibebani kewajiban lepas dari beban 
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kewajiban. Substansi putusan hakim yang diambil dalam proses persidangan bukan 
semata-mata tindakan aparat yang berwenang menerapkan Undang-Undang yang 
telah di buat sebelumnya (asas legalitas) terhadap seseorang dan suatu kasus, atau 
tindakan menemukan hukum yang bisa menjadi yurisprudensi, tetapi juga tindakan 




  Dalam sistem pengawasan juga pernah berkembang pengawasan yang 
dilakukan oleh masyarakat, menurut Jimly Asshidiqie bahwa secara konseptual ide 
pengawasan oleh masyarakat ini baik, akan tetapi pengawasan tersebut sebaiknya 
dikaitkan dengan pelaksanaan rugas dan fungsi pengawasan oleh DPR yang sebagian 
pula telah dilimpahkan menjadi tugas dan Fungsi Komisi Yudisial.
20
 
 Kehadiran Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai lembaga yang 
berwenang untuk menjaga martabat hakim sebagai figure sentral dalam pengadilan 
telah melakukan berbagai cara yakni dirumuskannya prinsip-prinsip dan kode etik 
yang berlaku secara universal, seperti dimuat dalam Bangalore Principle yaitu hakim 
harus menjaga : 
a. Independensi (independence) 
b. Imparsialitas (imparciality) 
c. Integritas (integrity) 
d. Kesopanan (propriety) 
e. Persamaan (equality) 
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f. Kompetensi dan ketekunan (competence and diligence). 
 Enam prinsip yang dimuat dalam Bangalore Principle itu menjadi dasar 
dirumuskannya Kode Etik profesi hakim serta Kode Etik dan pedoman perilaku 
hakim yang termuat dalam SKB-MA & KY, yang memuat 10 point yaitu ;  
1. Berperilaku adil 
2. Berperilaku jujur 
3. Berperilaku arif dan bijaksana 
4. Bersikap mandiri 
5. Berintegritas tinggi 
6. Bertanggung jawab 
7. Menjunjung tinggi harga diri 
8. Berdisiplin tinggi 
9. Berperilaku rendah hati 
10. Bersikap profesional 
  Seluruh kualifikasi hakim yang dimuat dalam Bangalore Principle yang 
kemudian diterjemahkan dan diperluas kedalam 10 kode etik dan pedoman perilaku 
hakim adalah kewajiban kumulatif dan bukan alternatif bagi hakim, hak bagi setiap 
orang yang diadili serta hak bagi masyarakat luas.
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 Adapun unsur-unsur dari pengawasan tersebut setidaknya meliputi 6 (enam) 
hal yaitu : 
1. Subyek (pengawas atau orang yang mengawasi); 
2. Obyek (orang yang diawasi); 
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3. Kebijakan dan ketentuan atau peraturan (dasar dilakukannya pengawasan); 
4. Ruang lingkup pengawasan (hal-hal yang diawasi seperti kinerja pegawai, 
penggunaan anggaran, dan sebagainya); 
5. Mekanisme (urutan, tata cara atau prosedur dalam melakukan pengawasan) 
dan 




 Menurut Jimly Asshidiqie pengawakansan tidak berlaku atau tidak diterapkan 
terhadap hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan Undang-Undnag.
23
 Hal itulah 
yang menjadi barometer dan landasan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan 
seluruh jejaringnya untuk melakukan pengawasan terhadap hakim baik melalui 
pemantauan persidangan secara lansung maupun dengan cara-cara lain yang 
dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan tujuan reformasi peradilan menuju peradilan 
Bersih dan berwibawa.  
  Dalam rangka melakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial, Maka hal yang 
ingin diwujudkan adalah Sistem Peradilan Yang bersih, dimana sistem peradilan 
bersih menjadi harapan dan dambaan seluruh elemen masyarakat agar wibawa 
pengadilan benar-benar mencerminkan sebagai tempat menemukan keadilan. 
  Peradilan bersih adalah sistem peradilan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan 
Nepotisme. Sistem hukum diharapkan mampu berjalan sebagaimana mestinya dan 
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juga hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi Indikator pengawasan Komisi Yudisial. 
  Dengan kehadiran Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai lembaga 
penegak etik maka harapan akan mafia peradilan (Judicial Corruption) tidak lagi 
dijumpai diberbagai lembaga peradilan. Adapun beberapa contoh praktek mafia 
peradilan dilakukan antara lain : 
1. Memilih oknum hakim tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan 
Advokat tertentu. 
2. Pemalsuan putusan. 
3. Mempercepat atau memperlambat perkara. 
4. Pengaturan berat dan ringan hukuman. 
5. Penafsiran pasal-pasal perundang-undangan yang intinya agar putusan sesuai 
dengan keinginan. 
  Secara Internal maka lembaga peradilan harus didukung oleh hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Pengadilan harus bersih dari segala bentuk KKN, maka diupayakan hal-hal 
seperti : 
a. Membangun pribadi hakim yang berintegritas. 
b. Sistem kontrol yang baik. 
c. Fasilitas yang cukup. 
d. Intelektualitas hakim handal. 
2. Lembaga peradilan, utamanya hakim harus bebas dari segala bentuk campur 
tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang 





3. Membangun sikap hormat dan patuh pada pengadilan dan putusan majelis 
hakim sebagai suatu entuk keikutsertaan membangun pengadilan yang 
berwibawa. 
4. Sistem manajemen yang menjamin efesiensi, efektifitas, produktifitas, 
putusan-putusan yang bermutuatau memberi kepuasan kepada yang 
berperkara atau publik pada umumnya.
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  Keterlibatan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam hal pengawasan 
menjadi warna dan Harapan baru guna mewujudkan reformasi dibidang Peradilan. 
Komisi Yudisial diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap 
praktek peradilan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dengan demikian 
Sistem peradilan bersih dapat diterapkan isetiap bidang Peradilan. 
 
D. PANDANGAN ISLAM TENTANG HAKIM  
 Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengadili perkara 
diantara manusia menurut ketentuan perundang-ndangan yang berlaku yang 
bersumber dari hukum Islam. Pengangkatan hakim oleh penguasa, karena penguasa 
tidak mampu melaksanakan lembaga peradilan sendiri. Kata hakim dikatakan Qadhi 
sebagai orang yang memutuskan, mengakhiri atau menyelesaikan perkara. 
 Pada masa Rasulullah SAW yang menjadi hakim dan jaksa penuntut umum 
adalah Rasulullah sendiri dan hukum yang hendak dijatuhkan wajib menurut hukum 
yang diturunkan Allah SWT. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 105, yang 
berbunyi : 









                              
      
Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 
wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak 
bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S. An-Nisa’ : 105).25 
 Oleh sebab itu, seseorang yang telah diangkat menjadi hakim hendaklah 
sangat-sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada manusia yang 
bersalah. Jika hal itu terjadi, maka seorang hakim telah melakukan kezaliman yang 
harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT dikemudian hari. Sebab diantara 
hakim berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Ada yang memberikan kebenaran 
tanpa memperhatikan mana yang salah dan mana yang benar. Dan ada pula yang 
Sungguh-sungguh mencari kebenaran dalam suatu perkara. 
 “Nabi  Muhammad SAW bersabda : “ hakim itu ada 3 (tiga): seorang di 
Surga, dan dua orang di Neraka, yang seorang, ia mengetahui kebenaran dan 
memutuskan dengan kebenaran tersebut (ia layak mendapat surga). Orang 
mengetahui kebenaran, tapi ia melanggarnya dalam memutuskan hukum. Karena itu 
ia mendapat neraka. Dan orang dengan kebodohannya , menetapkan hukum untuk 
manusia (sehingga menjadi salah dalam menetapkannya), maka ia dapat neraka”. 
(HR. Abu Dawud) 
Dengan demikian dapat disimpulkan menurut Nabi hakim terdiri dari: 
a.      Hakim yang mengerti akan kebenaran dan menghukum dengan benar (masuk 
surga) 
                                                          






b.      Hakim yang mengerti akan kekuasaan namun melakukan penindasan (masuk 
neraka) 
c.       Hakim yang menghukum manusia karena ketidaktahuan (masuk neraka) 
 Oleh karena itu jabatan hakim adalah jabatan yang penuh tanggung jawab 
yang sangat besar.“Sabda Rasulullah SAW: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW 
bersabda beliau: “Barang siapa yang dijadikan hakim di antara manusia maka 
Sungguh ia telah disembelih dengan tidak memakai pisau.” Oleh sebab itu banyak 
ulama-ulama yang sadar, tidak mau diangkat menjadi hakim jika sekiranya masih ada 
orang lain yang patut.26 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan 
antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian 
hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada 
penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan ( Law in book ) atau hukum yang dikonsepsikan 
sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat 
terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat 
dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan ( Low in action ). Low in book 
adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring 




Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum 
yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana 
bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini 
meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian 
hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat 
dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di 
dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 
2. Lokasi Penelitian  
  Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan difokuskan pada: 
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a. Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Sulawesi 
Selatan  
B. Pendekatanp Penelitian 
Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara 
pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.  
1. Peneltian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti berarti 
penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan.  
2. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif 
berarti mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan 
dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan. Pendekatan 
penelitian tersebut juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena 
penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan 
yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau bahan hukum 
yang lain, sebagai peneliti pustakawan atau peneliti dokumen disebabkan 
peneliti ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang 
ada diperpustakaan. 
C. Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data 
primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 
kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 
kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk 
mendapatkan data primer yaitu :  
a.  Metode wawancara  





2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber 
lainnya. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh 
dengan bergai cara yaitu: 
1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Adapun yang akan diwawanarai adalah Koordinator 
Penghubung Komisi Yudisial Daerah Sulawesi Selatan  yakni Rusman 
Mejang dan tiga asistennya yaitu Yusuf Nurdin, Ni Putu Dewi 
Damayanti dan Azwar Mahis. 
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala yang diteliti. 
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. 
Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang 
diperlukan. Dalam peneletian ini ada bebearapa instrumen penelitian yang 
digunakan yaitu: 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam 






Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi 
dan fitur yang dapat membantu dalam peneletian ini, utamanya aplikasi 
Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara. 
3. Alat Tulis 
Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses 
penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data 
sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.  
 
F. Taknik  Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi Data ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, 
fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam sejumlah ma triks yang diinginkan. 
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan . 
Analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data  kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang 
sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak 
hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus 
menerus selama peneltian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan 
pemilaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus 
penelitian. 





Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi Credibility (validasi 
internal), Transferability (validasi eksternal), Dependability (reabilitas), dan 
Confirmability (obyektifitas).  
1. Uji Kredibilitas 
Uji kredibiltas antara lain dilakukan dengan cara yaitu:
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a. Perpanjangan pengamatan 
Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang 
telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak.  
b. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan 
berkesinambungan. Dengan cara tersebut makan kepastian data dan urutan 
peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 
c. Menggunakan Bahan Referensi 
Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data yang 
telah ditemukan, seperti rekaman wawancara. 
 
2. Pengujin Transferability 
Pengujian Transferability merupakan validasi eksternal, digunakan agar 
hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan 
dengan membuat laporan yang diurai secara jelas, rincih dan sistemati. 
3. Pengujian Defendability  
Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan melakukan 
audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, atau 
pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam 
melakukan penelitian 
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4. Pengujian Confirmability 
Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan bersamaan dengan uji 






Komisi Yudisial dan Peradilan Bersih 
A. Penerapan Peraturan tentang tugas dan wewenang Komisi Yudisial 
penghubung  di Daerah. 
  Dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang bersih, dimana peradilan 
yang independen, imparsial dan mengedepankan keadilan adalah tujuan yang 
hendak diciptakan dari misi mulia Komisi Yudisial Republik Indonesia, maka 
melalui konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 24 A ayat 3 dan 
Pasal 24 B dipertegas kewenangan Komisi Yudisial yang melahirkan sebuah 
konsekuensi yakni diterbitkannya UU No 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas 
UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
  Dalam rangka menciptakan sistem peradilan bersih maka Komisi Yudisial 
yang memiliki kantor di ibukota Negara Republik Indonesia tentunya sulit untuk 
menjangkau seluruh badan peradilan yang berada di berbagai daerah. Tentunya 
Komisi Yudisial harus mencari cara lain agar dapat mewujudkan tujuan umumnya 
yaitu memberantas mafia peradilan, meningkatkan independensi hakim dan 
peradilan serta menjalankan proses pembaruan peradilan.
1
 
  Untuk mewujudkan hal tersebut, maka komisi yuisial harus mampu 
menjangkau seluruh daerah dimana secara fakta penyelewengan kekuasaan 
kehakiman di daerah juga banyak terjadi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka 
langkah yang diambil oleh Komisi Yudisial Republik Indoesia adalah dengan 
membuka cabang di berbagai daerah yang berdasarkan laporan masyarakat diduga 
banyak terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim. 
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  Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial,  telah melahirkan suatu ketentuan yang memberikan kewenangan bagi 
Komisi Yudisial untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan 
kebutuhan. Sebagaimana pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang mengatakan : 
1. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan 
kebutuhan. 
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja 
penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.
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 Sebagai tindak lanjut amanah UU No 18 Tahun 2011 tentang perubahan 
atas UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka dibentuk Peraturan 
Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan, dan 
tata kerja penghubug Komisi Yudisial RI di daerah. Pada Pasal 1 Ayat (2) 
dikatakan bahwa Penghubung Komisi Yudisial selanjutnya disebut penghubung 
adalah unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh Komisi 
Yudisial. Sedangkan Ayat (3) petugas penghubung adalah personalia pelaksana 
tugas yang melaksanakan tugas-tugas penghubung. Dan Ayat (5) wilayah kerja 
adalah daerah dimana penghubung melaksanakan tugas.
3
 
  Adapun tujuan Komisi Yudisial Penghubung di daerah sebagaimana pada 
Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial RI di daerah 
sebagaimana ditegaskan pada Ayat (2) pembentukan penghubung Komisi 
Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
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Lihat Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang 
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menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan 
sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Dalam ayat (4) dikatakan bahwa  
pembentukan penghubung dilakukan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan 
yang memperhatikan kebutuhan penanganan laporan masyarakat, kompleksitas 
perkara dan pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, 
efektifitas dan efesiensi kerja. 
  Menurut Rusman Mejang, “Bahwa Tujuan dari pasal 2 mengenai tujuan 
Komisi Yudisial pengubung merupakan upaya yang dilakukan oleh Komisi 
Yudisial Pusat untuk menjangkau dan mempermudah mengenai pengawasan 
hakim di daerah, untuk mempermudah dan mengurangi pembiayaan masyarakat 
yang ingin meminta pemantauan persidangan karena tidak perlu lagi ke Jakarta 
atau yang melakukan pelaporan dan juga agar terjadinya sosialisasi kelembagaan 
yang merata  di berbagai daerah”.4 
Dalam pasal 3 PKY No 1 Tahun 2012 memuat tentang kedudukan Komisi 
Yudisial penghubung yaitu : 
1. Penghubung mempunyai hubungan hierarkis dengan Komisi Yudisial dan 
bertanggung jawab kepada ketua Komisi Yudisial melalui sekretaris 
jenderal. 
2. Penghubung berkedudukan di ibukota provinsi yang wilayah kerjanya 
berada dalam lingkup provinsi atau daerah hukum pengadilan tinggi. 
Selain itu, dalam pasal 4 dibahas tentang fungsi Komisi Yudisial penghubung 
yaitu “ penghubung berfungsi membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial 
dalam rangka menjaga dan menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta 
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Perilaku Hakim”. Sementara dalam pasal 5 dibahas mengenai tugas Komisi 
Yudisial penghubung yaitu: 
Pasal (5) bahwa penghubung bertugas: 
a. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelangggaran Kode 
Etik dan Pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial. 
b. Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya. 
c. Melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, 
sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi 
seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai 
bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim. 
d. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial. 
  Demi terselenggaranya tugas Komisi Yudisial penghubung dengan baik, 
maka penghubung Komisi Yudisial diberikan wewenang dan juga kewajiban yang 
harus ditaati  sebagai dimuat dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 yaitu : 
Pasal 6 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, 
penghubung berwenang : 
a. Melakukan pencatatan laporan masyarakat. 
b. Memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat. 
c. Menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan. 
d. Memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor. 
e. Memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan 
sebelum dilakukan registrasi. 
Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, 
penghubung berwenang : 
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a. Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/ atau 
perintah dari Komisi Yudisial. 
b. Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada 
Komisi Yudisial. 
c. Melakukan pendampingan terhadap tim pemantau dari Komisi Yudisial. 
d. Melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan. 
e. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah 
kerjanya. 
Pasal 8 
1. Dalam melaksanakan Fungsi, Tugas dan Wewenang sebagaimana diatur 
dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 penghubung wajib : 
a. Menjaga kerahasiaan laporan masyarakat dan hasil-hasil pemantauan. 
b. Mengikuti/mematuhi tata cara penanganan laporan masyarakat dan 
pemantauan persidangan yang diatur dalam peraturan Komisi Yudisial. 
c. Menyampaikan laporan masyarakat dan hasil pemantauan kepada 
Komisi Yudisial secara berkala. 
2. Dalam melaksanakan Fungsi, Tugas dan Wewenang sebagaimana diatur 
dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 penghubung dapat melakukan 
koordinasi dengan mitra kerja/jejaring Komisi Yudisial di daerah. 
Pasal 9 
Dalam hal penghubung mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya, Komisi Yudisial dapat mengambil alih tugas dan kewenangan 
tersebut untuk ditindaklanjuti. 
  Mengenai susunan, mekanisme pengangkatan dan mekanisme 
pemberhentian penghubung juga diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial no 1 
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tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung Komisi 
Yudisial, yakni diatur dalam pasal 10 sampai pasal 16 sebagai berikut : 
Pasal 10 
1. Petugas penghubung terdiri atas : 
a. 1 (satu) orang Koordinator. 
b. Paling sedikit 3 (tiga) orang asisten, dan satu diantaranya bertanggung 
jawab terhadap administrasi penghubung. 
2. Pengangkatan dan pemberhentian petugas penghubung ditetapkan oleh 
Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan dalam rapat pleno 
anggota Komisi Yudisial. 
3. Petugas penghubung diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) 
tahun, melalui perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kerja. 
Pasal 11 
1. Pengangkatan petugas penghubung dilakukan melalui proses rekrutmen 
dan seleksi secara obyektif, transparan, dan akuntabel. 
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi petugas 
penghubung diatur dengan peraturan sekretaris jenderal Komisi Yudisial. 
Pasal 12 
1. Syarat umum untuk dapat diangkat menjadi petugas penghubung adalah : 
a. Warga negara Indonesia. 
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
c. Sehat jasmani dan rohani. 
d. Berdomisili di daerah provinsi yang sesuai dengan tempat kedudukan 
penghubung. 
e. Pendidikan minimal sarjana strata satu. 
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f. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan 
memiliki reputasi yang baik. 
g. Memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak lulus S1 
dalam bidang hukum, pemerintahan dan kemasyarakatan. 
h. Berusia paling rendah 25 Tahun dan paling tinggi berusia 47 Tahun. 
i. Memiliki pengetahuan tentang Komisi Yudisial. 
j. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan 5 (lima) tahun atau lebih. 
k. Tidak pernah terlibat dalam perkara narkoba yang dibuktikan dengan 
surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian. 
2. Syarat khusus untuk koordinator petugas penghubung adalah : 
a. Memahami isu-isu yang terkait dengan pengadilan. 
b. Memiliki kemampuan menejerial/leadership yang baik. 
c. Memiliki kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan) yang baik. 
d. Memiliki jaringan (networking) yang luas di daerah. 
Pasal 13 
Petugas penghubung dilarang merangkap jabatan menjadi : 
a. Pejabat negara atau penyelenggara negara ( seperti hakim, jaksa, anggota 
TNI dan Polri) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah. 
c. Advokat. 




1. Sebelum diangkat menduduki jabatannya, petugas penghubung wajib 
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan pimpinan 
atau anggota Komisi Yudisial. 
2. Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai 
berikut : 
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah atau berjanji : 
Bahwa saya, untuk diangkat sebagai petugas penghubung di ........... 
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan sekretaris jenderal KY nomor 
......, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa ataupun dalih 
apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, 
kepada siapapun juga. 
Bahwa saya, akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. 
Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya, atau 
menurut perintah, harus saya rahasiakan. 
Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah, atau sesuatu pemberian, berupa 
apapun saja, dari siapapun juga, yang saya tahu, atau patut dapat mengira, 
bahwa ia mempunyai hal, yang bersangkutan dengan jabatan atau 
pekerjaan saya. 
Bahwa dalam upaya menjalankan jabatan atau pekerjaan, saya senantiasa 
akan lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri, 
seseorang atau golongan. 
Bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan 
Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri. 
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Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan 
sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat, dan semangat untuk kepentingan 




Petugas penghubung dapat diberhentikan karena : 
a. Mengundurkan diri. 
b. Meninggal dunia 
c. Berhalangan tetap secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan 
lamanya karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya. 
d. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa 
alasan yang sah. 
e. Ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara hukum. 
f. Melanggar larangan rangkap jabatan. 
g. Dinilai kurang baik berdasarkan hasil evaluasi. 
Pasal 16 
Petugas penghubung yang diberhentikan dan/atau selesai masa tugasnya wajib 
mengembalikan : 
a. Barang milik negara yang dipinjamkan kepadanya di kantor Komisi 
Yudisial. 
b. Semua dokumen, berkas surat menyurat dan catatan-catatan. 
  Mengenai tata kerja dan pembiayaan penghubung juga diatur secara 
spesifik dalam pasal 17, 18, dan 19 sebagai berikut : 
Pasal 17 
                                                          
5
 Lihat Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tata 
kerja penghubung komisi yudisial pasal 14 
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1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya penghubung dapat 
berkoordinasi dengan Komisi Yudisial melalui rapat kerja yang 
diselenggarakan satu tahun sekali. 
2. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas penghubung wajib : 
a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungannya, dengan penghubung di daerah lainnya maupun dengan 
satuan organisasi di lingkungan Komisi Yudisial. 
b. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi 
kode etik pegawai Komisi Yudisial. 
3. Komisi Yudisial melalui Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan, 
pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja petugas 
penghubung setiap 6 (enam) bulan sekali dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. 
4. Penghubung melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada 
Komisi Yudisial melalui Sekretaris Jenderal. 
Pasal 18 
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas penghubung dibebankan 
pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Komisi Yudisial. 
Pasal 19 
a. Petugas penghubung berhak menerima honor dan/atau penghasilan lainnya 
yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
b. Ketentuan tentang honor dan/atau penghasilan lainnya ditetapkan dengan 
keputusan sekretaris jenderal. 
  Sedangkan pasal 20 merupakan pasal penutup dari peraturan Komisi 
Yudisial Nomor 1 tahun 2012 yang berbunyi “Peraturan Komisi Yudisial ini 
mulai berlaku pada tanggal diundangkannya”. 
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  Menurut Yusuf Nurdin bahwa “adanya penghubung Komisi Yudisial akan 
membuat pemantauan dan pengawasan hakim akan semakin efektif, dulu sebelum 
Penghubung Komisi Yudisial hadir di daerah-daerah maka kewenangan 
mengawasi tertumpuk di pusat sehingga membuat tugas dan fungsi Komisi 
Yudisial tidak efektif”.6 
  Selain itu, hadirnya penghubung Komisi Yudisial juga membuat sistem 
administratif Komisi Yudisial semakin mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh 
kalangan, Menurut Ni Putu Dewi “penghubung Komisi Yudisial di Daerah hadir 
sebagai penyambung tangan dari Komisi Yudisial pusat, bagi masyarakat biasa 
yang dulu sulit menggapai Komisi Yudisial jika hendak melaporkan suatu perkara 
disebabkan karena faktor jarak dan biaya yang besar, maka sekarang cukup datang 
ke kantor penghubung dan selanjutnya penghubunglah yang terus berkomunikasi 
dengan Komisi Yudisial pusat”.7 
  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penghubung 
tentunya seluruh penghubung Komisi Yudisial di daerah diikat dengan kode etik 
berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 
2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, 
Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. 
Kode Etik Penghubung 
  Kode Etik petugas penghubung : 
1) Seorang petugas Penghubung bersikap, bertindak, dan bertutur kata 
yang sopan dalam melaksanakan tugasnya. 
2) Seorang petugas Penghubung harus memperhatikan dan 
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 
                                                          
6
 Wawancara dengan Yusuf Nurdin, Dikantor penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan 
Tanggal 14 Desember 2016 pukul 10.25 Wita 
7
 Wawacara dengan Ni Putu Dewi Damayanti., di kantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi 
Selatan tanggal 13 Desember 2016 pukul 09.35 Wita 
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guna memberikan daya dukung bagi bekerjanya sistem peradilan 
yang lebih baik.  
3) Seorang petugas Penghubung wajib menghormati tata tertib 
persidangan ketika memantau persidangan. 
4) Seorang petugas Penghubung wajib menghormati dan menghargai 
aparatur penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
5) Seorang petugas Penghubung dalam melakukan pemantauan wajib 
memegang teguh prinsip kejujuran dengan mengungkapkan fakta 
atas peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dengan 
apa adanya atau menjaga otentisitas fakta yang dilaporkan sebagai 
hasil pemantauan.  
6) Seorang petugas Penghubung tidak diperkenankan untuk membuat 
pertemuan yang tidak perlu dilakukan dengan pihak 
terlapor/terpantau guna menjaga kemandirian penanganan 
pengaduan/pemantauan. 
7) Seorang petugas Penghubung tidak diperkenankan untuk menerima 
pemberian dalam bentuk apapun yang akan memberikan dampak 
atau pengaruh pada hasil penanganan pengaduan/pemantauan. 
8) Seorang petugas Penghubung tidak diperkenankan untuk 
menyampaikan informasi, data pemantauan, atau apapun kepada 
pihak lain selain kepada pihak yang terkait.  
9) Seorang petugas Penghubung wajib menjaga kerahasiaan informasi 
pemantauan yang tidak untuk dipublikasikan. 
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10) Seorang petugas Penghubung dalam melakukan pemantauan dapat 
membina hubungan baik dengan hakim maupun pihak-pihak lain 
yang terkait dengan pemantauan.  
11) Seorang petugas Penghubung dalam membuat laporan wajib 
melakukan analisis secara mendalam atas fakta dan data baik 
primer maupun sekunder yang diperolehnya. 
12) Laporan hasil penanganan pengaduan/pemantauan yang akan 
dijadikan alat bagi advokasi kebijakan kepada instansi terkait harus 
memperhatikan kepentingan dan keberpihakan kepada pencari 
keadilan.  
13) Dalam kerangka sosialisasi petugas Penghubung wajib menjaga 
harkat dan martabat badan peradilan.  
14) Seorang petugas Penghubung dalam berbagai kondisi wajib 
menjaga nama baik Penghubung dan Komisi Yudisial 
  Menurut Rusman Mejang, adanya kode etik tersebut merupakan suatu 
aturan main yang mengikat seluruh petugas penghubung di daerah sehingga 
petugas penghubung bisa independen dan mengedepankan integritas dalam 
melaksanakan tugasnya. Penghubung Komisi Yudisial Daerah Sulawesi Selatan 
sendiri sangat disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan tidak satupun diantara 
petugas penghubung Komisi Yudisial Daerah Sulawesi Selatan yang pernah 







                                                          
8
 Wawancara dengan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan,Bapak Rusman 
Mejang, Tanggal 13 desember 2016 pukul 11.34 Wita 
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B. Peran Komisi Yudisial Penghubung Daerah Sulawesi Selatan Dalam 
Menciptkan Peradilan  Bersih 
 Berbicara masalah kinerja penghubung Komisi Yudisial maka tentunya 
kita akan mengacu pada pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di 
Daerah. Dalam pasal 5 membahas mengenai tugas penghubung Komisi Yudisial 
sehingga itulah yang akan dijadikan acuan dalam memberikan penilaian.  
  Dalam pasal 5 PKY No 1 tahun 2012 dikatakan bahwa penghubung 
bertugas : 
e. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelangggaran Kode 
Etik dan Pedoman perilaku hakim untuk diterus 
f. kan ke Komisi Yudisial. 
g. Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya. 
h. Melakukan sosialisasi tentang Kode etik dan pedoman perilaku hakim, 
sosialisasi peran kelambagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi 
seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai 
bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim. 
i. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.9 
 
1. Mengenai laporan dan konsultasi masyarakat 
  Berdasarkan hasil penelitian terlihat jelas bahwa Laporan masyarakat 
mengenai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim  untuk di teruskan 
ke Komisi Yudisial Republik Indonesia berjalan dengan efektif serta konsultasi 
masyarakat ke Penghubung Komisi Yudisial juga berjalan sangat efektif. 
                                                          
9
 Lihat Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembentukan, 
susunan dan tata kerja komisi yudisial di daerah. 
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  Berikut jumlah laporan  dan konsultasi yang masuk ke Penghubung 
Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan sejak berdirinya dari tahun 2013 sampai 
Januari 2017 : 
KONSULTASI DAN PLM 
No TAHUN KONSULTASI PLM 
1 September-Desember 2013 10 4 
2 2014 45 15 
3 2015 30 8 
4 2016 38 12 
5 Januari 2017 5 4 
 
   
  Dihadirkannya penghubung Komisi Yudisial termasuk penghubung 
Daerah Sulawesi Selatan dapat mewujudkan tujuan dan dambaan Komisi Yudisial 
Republik Indonesia, kode etik itu juga akan membuat para petugas yang 
melanggar kode etik tersebut akan tersingkir dari penghubung Komisi Yudisial di 
daerah sehingga orang-orang yang bertindak atas nama Komisi Yudisial betul-
betul orang yang berintegritas, profesional dan imparsial dan betul-betul berjuang 
dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih. 
  Sejak hadirnya penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan 
telah ada 10 konsultasi dan 4 laporan masyarakat untuk diteruskan ke Komisi 
Yudisial. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2014 terdapat 45 konsultasi dan 15 
laporan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah Konsultasi 30 dan laporan 
masyarakat ada 8, sementara ditahun berikutnya konsultasi masyarakat sebanyak 
38 dan laporan masyarakat sebanyak 12, hingga pada januari 2017 jumlah 
konsultasi ke penghubung Komisi Yudisial Daerah Sulawesi Selatan sebanyak 5 
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konsultasi dan laporan masyarakat sebanyak 4 laporan. Laporan tersebut adalah 
permohonan kepada Komisi Yudisial terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik 
dan pedoman perilaku hakim.
10
 
  Dari 43 Laporan Masyarakat yang diterima sejak Komisi Yudisial 
Penghubung Sulawesi Selatan Hadir, berdasarkan keterangan dari Azwar Mahis 
bahwa semua laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial, hanya saja 
dari 43 Laporan tersebut tidak satupun yang terbukti sesuai dengan Laporan. 
  Dalam menjalankan tugasnya, baik menerima laporan masyarakat terkait 
dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim ataupun tengah 
melakukan pemantauan persidangan baik diminta ataupun inisiatif tersendiri oleh 
penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan maka penghubung diikat dengan 
sebuah kode etik yaitu : 
 
Kode Etik Penerimaan Laporan Masyarakat 
  Dalam melakukan penerimaan laporan masyarakat dan pemantauan, 
petugas penghubung wajib mematuhi peraturan Sekretaris Jenderal Komisi 
Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan 
Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan 
Investigasi. 
  Terkait Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, 
Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi, Petugas 
Penghubung wajib menerapkan nilai-nilai dasar sebagai berikut : 
a. Integritas, yaitu sikap, perilaku, dan jujur terhadap diri sendiri dan 
lingkungan, bersikap objektif dalam menghadapi permasalahan. 
                                                          
  
10
 Sumber : Penghubung Komisi Yudisial Daerah Sulawesi Selatan 
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b. Profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketerampilan tinggi 
sehingga memiliki kompetensi handal dan berkomitmen memberikan 
hasil terbaik. 
c. Transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat 
dipertanggung jawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala 
dan terbuka. 
d. Religius, yaitu berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan 
berada di bawah pengawasan Tuhan Yang Maha Mengetahui, dan 
mengawali setiap tindakan selalu didasari niat sehingga apa yang 
dilakukan harus lebih baik dari sebelumnya. 
e. Produktif, yaitu mampu bekerja secara sistematis, terarah, dengan 
orientasi hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan standar kinerja 
yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang 
tersedia secara efektif dan efisien serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
  Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Petugas wajib : 
a. menerapkan prinsip independen dan imparsial;  
b. menerapkan prinsip kejujuran  dan objektifitas; 
c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian; 
d. menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan wewenangnya; 
e. menghormati, mempercayai dan dapat bekerjasama dengan baik; 
f. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif dan ekonomis; 
g. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan; 




   
 
  Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Petugas dilarang: 
a. menerima pemberian atau fasilitas dalam bentuk apapun baik 
langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga 
dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya; 
b. menangani laporan apabila mempunyai hubungan keluarga, 
kelompok maupun pertemanan dengan pihak yang berkepentingan; 
c. memberikan nasehat hukum dalam kasus/perkara yang melibatkan 
pelapor; 
d. merangkap jabatan dan/atau profesi yang menimbulkan benturan 
kepentingan dengan tugas dan wewenangnya; 
e. memberikan janji kepada pihak yang berkepentingan di luar tugas 
dan kewenangannya;  
f. menyalahgunakan data dan/atau informasi  yang berkaitan dengan 
jabatan, tugas dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, 
golongan atau pihak lain; 
g. melakukan komunikasi atau mengadakan pertemuan atau suatu 
aktifitas dengan pihak yang berkepentingan untuk keuntungan 
pribadi atau kelompok;  
h. melakukan intimidasi atau tekanan kepada para pihak yang 
berkepentingan; 
i. melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan 
untuk mendapatkan manfaat/keuntungan tertentu dari pihak-pihak 
yang terkait dengan penanganan laporan; 
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j. merangkap jabatan sebagai advokat untuk beracara secara aktif di 
pengadilan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi 
Yudisial; 
k. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, di dengar, 
atau didengarnya terutama berkaitan dengan tugas-tugasnya yang 
wajib dirahasikan kepada media massa maupun kepada pihak-pihak 
lain yang tidak berhak tanpa persetujuan dari pimpinan Komisi 
Yudisial. 
 
Sanksi apabila tidak mentaati kewajiban dan larangan:  
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis;  
c. pemberhentian sementara; 
d. pemberhentian tetap. 
  Selain sanksi tersebut, dikenakan sanksi tambahan berupa pengembalian 
uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah.
11
 
  Menurut Azwar Mahis, Kode etik tersebut merupakan pembatas yang 
sangat mulia untuk seluruh petugas penghubung termasuk seluruh petugas 
penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan, sehingga tujuan mewujudkan 
Sistem Peradilan yang Bersih dan Bermartabat.
12
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  Dalam hal melakukan pelaporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan 
pedoman perilaku hakim  maka masyarakat/kuasa hukumnya wajib mengisi 
format Laporan Pengaduan sebagai berikut : Lampiran 1. 
  Dalam menyampaikan sebuah laporan, maka bisa disampaikan langsung 
oleh pihak yang terkait ataupun bisa diwakili oleh keluarga atau Advokat dengan 
memperlihatkan surat kuasa khusus dari yang terwakili. Berikut Format surat 
kuasa khusus dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan 
pedoman perilaku hakim : 
Surat Kuasa Menyampaikan Laporan ke Komisi Yudisial, Lampiran II. 
  Adapun tata cara pelaporan sebagaimana dijelaskan oleh Aswar Mahiz 
bahwa dalam menyampaikan suatu laporan maka masyarakat menyampaikannya 
dengan cara : 
1. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukkan kepada Ketua Komisi 
Yudisial. 
2. Mencantumkan  identitas  pelapor,  meliputi  :  nama,  alamat  dan  nomor  
telepon  yang  bisa dihubungi. 
3. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa),  
meliputi : nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa 
dihubungi. 
4. Mencantumkan  identitas  terlapor,  meliputi  :  nama,  jabatan,  instansi  
dan  /  atau  nomor perkara jika terkait dengan putusan. 
5. Memuat  pokok  laporan,  berisi  hal  penting  /  pokok  pikiran  yang  akan  
dipelajari, diteliti/ditelaah oleh Komisi Yudisial. 
6. Kronologis / Kasus Posisi, ditulis secara jelas dan singkat tentang 
persoalan yang terjadi. 
7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial. 
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8. Lampiran laporan (kelengkapan data) : 
a. Bukti Formal 
- Fotokopi identitas pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor). 
- Khusus  Advokat  melampirkan  Fotokopi  KTA  (Kartu  Tanda 
Advokat)  yang  masih berlaku. 
- Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi 
Yudisial (khusus yang menggunakan kuasa). 
b. Bukti Pendukung Materiil 
  Data dan / atau fakta yang menguatkan laporan mengenai dugaan 
Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain: 
- Fotokopi  Salinan  resmi  putusan  /  penetapan  yang  dilaporkan  
(mengikuti  tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, 
kasasi dan PK). 
- Video, audio visual, rekaman persidangan (apabila ada). 
- Foto, kliping Koran (apabila ada). 
- keterangan  saksi  secara  tertulis  di  atas  kertas  bermaterai, 
minimal  2  (dua)  orang saksi (apabila ada). 
9. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan 
melampirkan : 
- Alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi. 
- Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi. 
- Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon 
eksekusi). 
- Fotokopi surat penetapan eksekusi. 
- Fotokopi surat teguran (aanmaning). 
- Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi. 
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- Fotokopi berita acara sita eksekusi. 
10. Laporan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya.13 
  Setelah laporan Masuk ke penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi 
Selatan, maka penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan meneruskan 
laporan tersebut ke Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk memeriksa dan 
melakukan investigasi terhadap hakim yang di laporkan apabila Komisi Yudisial 
Republik Indonesia menganggap bukti yang dilampirkan cukup meyakinkan. 
  Berikut Pemetaan Pola dan Bentuk Dugaan pelanggaran Perilaku Hakim 
berdasarkan laporan masyarakat :  
- KPN Menolak atau dengan memerintahkan kepada Panitera atau Pegawai 
Pengadilan untuk menolak dan tidak usah melayanipencari keadilan yang akan 
mendaftarkan perkara di pengadilan. 
- Menawarkan / menentukan Advokat tertentu yang mempunyai hubungan 
kedekatan dengan Hakim yang menangani perkara. 
- Ketua Pengadilan menunjuk dirinya sendiri / Majelis hakim tertentu untuk 
mengadili perkara yang memiliki konflik kepentingan / mempunyai nilai 
finasial yang tinggi.  
- Hakim tidak mengundurkan diri dan tetap memeriksa dan mengadili suatu 
perkara yang melibatkan para pihak, advokat, dan saksi memiliki hubungan 
pribadi dan keluarga sampai derajat ketiga dengan hakim. 
- Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak sesuai hukum 
acara. 
- Majelis Hakim tidak menunjuk penasehat hukum bagi Terdakwa yang 
diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, 
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 Wawancara dengan Azwar Mahis dikantor penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan 
paa tanggal 19 Desember 2016 pukul 10.45 Wita 
79 
 
atau bagi Terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun. 
Lampiran III. 
 
2. Melaksanakan Pemantauan Persidangan di Wilayah Kerjanya. 
   Terkait dengan pemantauan persidangan maka wilayah kerja Penghubung 
daerah Sulawesi Selatan adalah seluruh Badan Peradilan yang berada di Sulawesi 
Selatan, akan tetapi menurut Rusman Mejang, wilyah kerja terkait pemantauan 
persidangan penghubung Komisi Yudisial Daerah Sulawesi Selatan bukan hanya 
di Sulawesi Selatan tetapi juga di Sulawesi Barat, hal ini berdasarkan Pengadilan 
Tinggi yang masih tergabung antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
14
 
  Pemantauan persidangan yang dilakukan oleh penghubung Komisi 
Yudisial Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dilakukan dengan 2 hal 
yaitu : 
1. Inisiatif oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah Sulawesi Selatan. 
  Dalam melakukan pemantauan persidangan, maka penghubung Komisi 
Yudisial daerah Sulawesi Selatan dapat melakukan pemantauan persidangan atas 
inisiatif Penghubung Komisi Yudisial sendiri, akan tetapi tidak semua kasus 
dilakukan pemantauan dengan inisiatif penghubung Komisi Yudisial, hanya 
kasus-kasus yang tergolong merugikan negara ataupun merugikan daerah dan 
dilakukan oleh pejabat-pejabat penting yang dilakukan pemantauan dengan 
inisiatif penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan,. 
  Selain itu, pemantauan persidangan yang dilakukan dengan inisiatif 
penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan haruslah kasus yang berada 
di tempat dimana kantornya berada, dalam hal ini kasusnya di proses di 
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 Wawancara dengan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan,Bapak Rusman 
Mejang, Tanggal 13 desember 2016 pukul 11.34 Wita 
80 
 
Pengadilan Negeri di Makassar. Hal ini disebabkan bahwa ketika penghubung 
Komisi Yudisial melakukan pemantauan diluar daerah kantornya, maka terlebih 
dahulu harus ada izin dan surat tugas dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, 
sebab hal ini terkait dengan pertanggungjawaban alat pemantauan dan anggaran. 
2. Permohonan Pemantauan dari Masyarakat. 
  Pemantauan persidangan dapat juga dilakukan oleh penghubung Komisi 
Yudisial daerah Sulawesi Selatan diseluruh wilayah kerjanya apabila ada laporan 
dari masyarakat. Akan tetapi, ketika masyarakat menyampaikan laporan, maka 
laporan tersebut tidak serta merta langsung ditindaklanjuti oleh Penghubung 
Komii Yudisial daerah Sulawesi Selatan. 
  Berikut Format yang harus diisi oleh masyarakat yang memohon atau 
kuasa hukumnya : Lampiran IV. 
 Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka penghubung Komisi Yudisial 
harus meneruskan laporan tersebut ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. 
Dalam hal permohonan pemantauan persidangan, maka durasi waktu paling lama 
1 minggu untuk menunggu tanggapan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. 
  Apabila Komisi Yudisial Republik Indonesia menyetujui untuk dilakukan 
pemantauan persidangan sesuai dengan permohonan masyarakat tersebut, maka 
pada saat tanggapan dikeluarkan pada saat itu pula dikeluarkan surat tugas oleh 
Komisi Yudisal Republik Indonesia untuk petugas penghubung yang akan 
melakukan pemantauan di wilayah pengadilan yang dimohonkan untuk dipantau. 
Akan tetapi jika permohonan pemantauan persidangan tersebut tidak disetujui 
oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan alasan yang jelas maka 
penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan tidak berhak untuk 
melakukan pemantauan diwilayah pengadilan yang dimohonkan untuk di pantau. 
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  Dalam melakukan proses pemantauan, maka dilakukan dengan 2 cara, 
yakni melakukan pemantauan dengan penggunaan alat secara full set dan tidak 
full set. Jika Komisi Yudisial Republik Indonesia memerintahkan untuk 
melakukan pemantauan secara full set maka pemantauan persidangan oleh 
penghubung  Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan dengan cara full set 
maksudnya seluruh alat perekam dibawah untuk merekam jalannya persidangan, 
biasanya ketika diperintahkan untuk melakukan pemantauan secara full set maka 
semua petugas penghubung ditugaskan untuk melakukan pemantauan tersebut.  
  Sedangkan pemantauan lainnya yakni secara tidak full set, dimana petugas 
penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan hanya membawa handy camp 
untuk merekam jalannya persidangan. Alat inilah yang biasanya digunakan ketika 




  Menurut Ni Putu Dewi Damayanti, Dalam melakukan pemantauan, maka 
terlebih dahulu penghubung Komisi Yudisal daerah Sulawesi Selatan 
berkoordinasi dan meminta izin kepada hakim yang menangani perkara agar 
hakim mengetahui keberadaan Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan.
16
 Selain 
itu, aswar mahiz mengatakan bahwa maksud dan tujuan Komisi Yudisial 
melakukan pemantauan persidangan bukanlah merupakan cara untuk memata-
matai hakim sehingga tercipta persepsi bahwa hakim tertekan dengan keberadaan 
Komisi Yudisial dalam persidangan, akan tetapi hal tersebut dilakukan Komisi 
Yudisial dalam rangka menegakkan etika dan menjaga martabat hakim.
17
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3. Melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, 
sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi 
seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai 
bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim. 
  Dalam melaksanakan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku 
hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi 
seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari 
upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim, penghubung Komisi Yudisial 
daerah Sulawesi Selatan berupaya untuk dapat mensosialisasikan keseluruh 
daerah kerjanya. 
  Dalam melaksanakan sosialisasi tersebut, penghubung Komisi Yudisial 
daerah Sulawesi Selatan yang berupaya menjangkau seluruh daerah kerjanya akan 
tetapi hingga saat ini belum bisa mencapai seluruhnya disebabkan dengan 
keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, maka penghubung Komisi 
Yudisial daerah Sulawesi Selatan dapat menggunakan atau memanfaat jejaring 
yang berada di daerah-daerah. 
  
4. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial. 
  Tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia 
kepada penghubung Komisi Yudisial hingga saat ini yang pernah diberikan adalah 
Pemantauan persidangan di luar daerah kerjanya, dimana penghubung Komisi 
Yudisial daerah Sulawesi Selatan pernah mendapatkan tugas khusus untuk 
melakukan pemantauan persidangan di Papua. 
  Selain itu, tugas lain yang pernah diberikan kepada penghubung Komisi 
Yudisial daerah Sulawesi Selatan adalah melakukan pendampingan kepada pihak 
Komisi Yudisial Republik Indonesia yang melakukan investigasi terhadap hakim 
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yang terlibat diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku 
hakim serta melakukan track record kepada hakim/calon hakim.
18
 
  Sebagai sebuah lembaga yang menjadi harapan masyarakat untuk 
mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar bersih, maka penghubung Komisi 
Yudisial daerah Sulawesi Selatan juga membuka jejaring kepada mahasiswa 
untuk dapat bekerjasama dengan penghubung daerah Sulawesi Selatan dalam hal 
pemantauan peradilan. Seperti di UIN Alauddin Makassar, terdapat sebuah 
lembaga peradilan yang telah bekerjasama dengan penghubung Komisi Yudisial 
daerah Sulawesi Selatan yakni Ikatan penggiat Peradilan Semu Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Alauddin makassar dan ada juga KOMPAK SC dari UMI dan 
masih ada beberapa lembaga lain yang bekerjasama dalam hal pemantauan 
peradilan. 
  Menurut Muh. Anshar Majid mengatakan bahwa kami ini adalah hakim 
yang jujur, berintegritas dan selalu profesional dalam menjalankan tugas-tugas 
kami, meskipun kami tidak diawasi kami selalu mengingat dan menjunjung tinggi 
kejujuran dalam setip perkara yang kami proses sesuai dengan profesi kami 
sebagai hakim yang memutuskan p 
erkara berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan 
keadilan. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan Oleh penghubung Komisi 
Yudisial daerah Sulawesi Selatan, sama sekali bukan sebuah masalah bagi kami, 
kami tidak merasa tertekan dengan yang dilakukan oleh pihak Komisi Yudisial 
sebab itu merupakan tugas dan amanah dari negara yang dilakukannya. Lagi pula 
setiap pihak Komisi Yudisial ingin melakukan pemantauan selalu ada koordinasi 
terlebih dahulu dengan kami para majelis hakim dan panitera.
19
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  Sedangkan menurut H. Andi Cakra Alam bahwa pemantauan yang 
dilakukan oleh penghubung Komisi Yudisial sama sekali bukan sebuah masalah 
untuk para hakim, sebab mereka para hakim selalu bertindak jujur dan amanah 
dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang Hakim.
20
 
  Terkait dengan Sistem Peradilan Bersih, maka seharusnya ada Standar 
penilaian untuk dijaikan sebuah acuan dalam memberikan sebuah penilaian 
apakah peradilan bersih telah teraplikatif dengan baik ataukah belum. Menurut 
Aswar Mahiz, bahwa sampai hari ini tidak ada Standar penilaian dari Komisi 
Yudisial dalam melakukan suatu penilaian mengenai pelaksanaan sistem peradilan 
bersih, Komisi Yudisial hanya berdasar bahwa ketika proses peradilan telah sesuai 
dengan sistem hukum yang berlaku serta hakim dalam menerima, memeriksa dan 
memutus perkara telah sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 
maka pada saat itu sistem peradilan bersih telah dipraktekkan dalam sistem 
peradilan. 
  Lebih jauh, Azwar mahis menjelaskan bahwa apabila sistem peradilan 
telah berjalan dengan baik dan para pencari keadilan telah merasa puas maka pada 
saat itulah sistem peradilan bersih telah terwujud dan berbagai kekhawatiran 
mengenai kecurangan dalam sistem peradilan tidak akan terjadi.
21
 
  Sejatinya bahwa pelaksanaan tugas dari penghubung Komisi Yudisial 
sulawesi selatan tujuan utamanya adalah mewujudkan sistem peradilan bersih di 
sulawesi selatan. Sistem peradilan bersih akan terwujud apabila setiap penegak 
hukum memiliki integritas yang tinggi serta memiliki nilai-nilai keagamaan dalam 
dirinya sebagai seorang penegak hukum, jika demikian maka tanpa pengawasan 
sistem peradilan pastinya akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 
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  Namun Realitas berbanding terbalik, para penegak hukum justru 
mengotori sistem penegakan hukum, hingga demikian peran komisi Yudisial 
sangat diperlukan untuk mengembalikan wibawa pengailan sebagai salah satu 
institusi penegak hukum. Sistem peradilan bersih tidak akan terwujud apabila 
rangkaian konsep dari komisi yudisial tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Komisi Yudisial harus selalu terjung kelapangan untuk benar-benar melakukan 
pengawasan secara eksternal kepada para hakim sebagai penentu kebijakan agar 
tidak terjadi keurangan sedikitpun, dengan demikian bukan sebuah hal yang tidak 
mungkin untuk mewujudkan sistem peradilan bersih. 
 
Analisis Penulis : 
  Menurut penulis, melihat dengan kekurangan sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan adalah sebuah 
masalah untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif, terbukti dengan hanya 4 
orang saja penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan belum mampu  
memperlihatkan eksistensinya di Sulawesi Selatan. 
  Berdasarkan penelitian, penulis menemukan bahwa beberapa faktor lain 
yang juga menjadi kendala sehingga Komisi Yudisial penghubung daerah 
sulawesi selatan kurang menampakkan eksistensinya di Sulawesi Selatan seperti 
tidak adanya kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan sistem peradilan bersih 
di Sulawesi Selatan, penulis melihat bahwa beberapa orang diantara petugas 
penghubung acuh tak acuh dengan tujuan tersebut. 
  Yang menjadi sorotan penulis adalah asisten koordinator I yang memiliki 
peran yang sangat besar yakni dalam bidang pemantauan persidangan. 
Berdasarkan data pemantauan yang diterima oleh peneliti sebagai berikut :
 22
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No Tahun Jumlah 
1. 2013 2 
2. 2014 7 
3. 2015 9 
4. 2016 11 
5. 2017 4 
  Berdasarkan data diatas, penulis menganggap bahwa bidang pemantauan 
tidak progresif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meskipun dalam 
peraturan Komisi Yudisial no 1 Tahun 2013 tentang pembentukan, susunan dan 
tata kerja penghubung Komisi Yudisial d idaerah bahwa setiap tahun Komisi 
Yudisial Republik Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap kinerja 
penghubung, dan menurut Yusuf Nurdin bahwa jumlah pemantauan yang telah 
dilakukan telah sesuai dengan standar yang diberikan oleh Komisi Yudisial, selain 
itu ia juga mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan beberapa penghubung 
maka penghubung komisi yuisial lebi baik dari beberapa penghubung lain dalam 
hal pemantun apabil melihat jumlah, sebab beberapa penghubung lain biasanya 
hanya sampai 5 pemantauan yang dilakukan dalam 1 tahun kerja. 
  Namun, penulis menganggap bahwa jika petugas penghubung hanya 
bekerja sesuai dengan target yang diberikan oleh komisi yudisial maka tentunya 
cita-cita peradilan bersih sulit untuk tercapai. Dalam hal pemantauan, penghubung 
Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan tidak harus menunggu surat tugas dari 
Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan hal ini disebabkan karena Komisi 




  Mekanisme tersebut merupakan sebuah langkah progresif mengingat 
bahwa kapanpun dan dimanapun penyelewengan sistem peradilan dapat terjadi 
meskipun lingkup pemantauan atas inisiatif penghubung sendiri hanya di 
pengadilan yang berada di Makassar, namun jangan kita lupa bahwa Makassar 
adalah kota Sulawesi Selatan yang mana kita ketahui sangat banyak perkara yang 
ditangani oleh para hakim baik pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan 
tata usaha negara, pengadilan militer dan lingkup pengadilan tinggi.  Tentunya, 
meskipun konsep yang dipaparkan oleh Komisi Yudisial penghubung daerah 
Sulawesi Selatan tergolong progresif, namun jika hanya sekedar konsep yang 
tidak diaplikasikan tetap saja hanya akan menjadi angan-angan yang hasilnya 
dikali 0. 
  Jika Komisi Yudisial penghubung daerah Sulawesi Selatan benar-benar 
ingin mewujudkan sistem peradilan bersih dan bermartabat di Sulawesi Selatan 
maka mereka perlu bekerja ekstra keras dengan keterbatasan jumlah petugas. 
Selain itu, internal mereka pun perlu disatukan dan dikompakkan untuk bekerja 
sama-sama dalam mewujudkan tugas yang mulia tersebut. 
  Maka berdasarkan hasil penelitian, kinerja penghubung Komisi Yudisial 
daerah Sulawesi Selatan efektif dalam beberapa bidang seperti halnya asisten III 
yang tergolong efektif dalam melaksanakan tugasnya namun di bidang yang lain 
seperti yang telah saya paparkan sebelumnya kurang efektif, kekurangan sumber 
daya manusia adalah sebuah halangan tersendiri sekaligus sebagai tantangan 
tersendiri bagi penghubung Komisi yudisial daerah Sulawesi Selatan untuk 
melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Di 
Daerah. 






  Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam 
skripsi ini sebagai berikut : 
1. Penerapan Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2012 telah dilakukan 
sejak penghubung ada di setiap daerah, Peraturan inilah yang dijadikan 
acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penghubung demi 
terciptanya sistem peradilan bersih. 
2. Pelakanaan tugas penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan 
sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung 
di daerah terlihat belum berjalan dengan sangat baik, salah satu 
penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
komisi yudisial penghubung daerah sulawesi selatan dengan jangkauan 
kerja yang sangat luas. Selain itu, belum adanya indikator untuk 
melakukan sebuah penilaian terhadap pelaksanaan Sistem peradilan bersih 
menjadi hambatan tersendiri untuk memberikan penilaian apakah sistem 
peradilan bersih telah terlaksana dengan maksimal atau masih perlu upaya 
peningkatan oleh Komisi Yudisial. 
B. Saran 
Adapun saran dalam penulisan skripsi ini yaitu : 
1. Kepada penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan agar terus 
menambah Progresifitasnya dalam upaya menciptakan peradilan bersih di 
Sulawesi Selatan. Profesionalitas dan Integritas terus ditingkatkan agar 
Peradilan di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan wejangan Siri’ Na 
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Pacce dapat menjadi contoh sistem peradilan yang bersih, bermartabat dan 
imparsial. 
2. Kepada komisi Yudisial agar membuat suatu indikator mengenai sistem 
peradilan bersih agar kinerja Komisi Yudisial dalam mengupayakan 
terciptanya sistem peradilan bersih dapat dinilai, apakah sistem peradilan 
bersih telah terlaksana atau belum pada sistem peradilan di berbagai 
daerah. 
3. Kepada seluruh elemen masyarakat agar kiranya dapat turut serta dalam 
upaya mewujudkan sistem peradilan bersih tersebut, sebab jika bukan kita 
semua maka siapa lagi. Mari tingkatkan keikutsertaan kita dalam upaya 
mencapai bersama sistem peradilan yang bersih dan bermartabat, 
sebagaimana kata aristoles bahwa manusia adalah soon politicon, maka 
kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat hendak turut serta dalam 
upaya meraih cita-cita lembaga negara Komisi Yudisial Republik 
Indonesia dan bukan menjadi pelaku-pelaku yang harus di basmi untuk 
keadilan, ketentraman dan kesejahteraan rakyat. 
4. Kepada seluruh hakim agar kiranya lebih meningkatkan lagi 
profesionalitas dan integritasnya dalam menangani suatu perkara.  Meski 
berbagai ancaman datang maka serahkan seluruhnya kepada yang maha 
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Lampiran 1 
Makassar, 1 Januari 2017 
Nomor  : ....................... 
Lampiran  : .................... 
Hal    : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 
Dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim/Majelis Hakim 
Dalam Perkara Nomor: ........................................................ 
 
Kepada Yth.                 





Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 
Nama    : ……………………………………………………………………… 
Alamat    : ……………………………………………………………………… 
Pekerjaan  : ……………………………………………………………………… 
No. Telepon  : ……………………………………………………………………… 
Selanjutnya disebut: ------------------------------------------------------------------------   
Pelapor 
Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim 
yang  dilakukan  (majelis  hakim/hakim)  pada  Pengadilan  ……………...  (yang  
memeriksa  dan  
mengadili perkara/ yang mengeluarkan penetapan)  dengan  Register  Perkara  
Nomor:  ………… 
tanggal (tanggal putusan/penetapan) dengan susunan majelis hakim sebagai 
berikut: 
1.  ………………………………….   (Hakim Ketua) 
2.  ………………………………….  (Hakim Anggota) 
3.  …………………………………    (Hakim Anggota) 
Selanjutnya disebut: -----------------------------------------------------------------------   Terlapor 
Adapun  yang  menjadi  dasar  dan  pertimbangan  laporan  dugaan  pelanggaran  Kode  
Etik  dan  
Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa .................(Pelapor menyampaikan mengenai legal standing Pelapor 
dalam perkara yang dilaporkannnya). 
2. Bahwa ............................ (Pelapor dapat menjelaskan kasus posisi yang 
dilaporkan). 
3. Bahwa ...................(Pelapor wajib menyebutkan dugaan pelanggaran kode etik 
hakim). 
4. Bahwa...................(Pelapor  dapat  menjelaskan  modus  dugaan  pelanggaran  
Kode  Etik Hakim). 
5. Bahwa .............. (Pelapor dapat mengkualifikasi dugaan pelanggaran kode etik 
hakimnya ke dalam 10 (sepuluh) butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). 
6. Dst .............................................. 
Demikian  laporan  pengaduan  ini  saya  buat,  selanjutnya  saya  mohon  kepada  Komisi  
Yudisial  
Republik  Indonesia  untuk  dapat  memeriksa  laporan  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  
dan  
Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 
Hormat kami, 
 
Nama Pelapor/kuasa Pelapor  
 
Lampiran: 
1.  Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Pelapor atau kuasanya; 
2.  Surat Kuasa Khusus Melapor ke Komisi Yudisial (Pelapor menggunakan kuasa); 
3.  Fotokopi salinan putusan/penetapan (laporan terkait dengan putusan/penetapan); 
4.  Bukti-bukti pendukung lain terkait laporan(rekaman audio, surat pernyataan,dll). 
Lampiran II 
SURAT KUASA KHUSUS 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  Lengkap   : ........................................................................... 
Tempat/Tanggal Lahir  : ........................................................................... 
Pekerjaan   : ............................................................................ 
Memberi kuasa kepada  :........................................ 
Nama Lengkap   :.............................................................................. 
Tempat/Tanggal Lahir  : ............................................................................... 
Alamat    :.......................................................................... .... 
Pekerjaan   : ................................................................................. 
KHUSUS 
1. Menandatangani  dan  menyampaikan  laporan  tentang  dugaan  pelanggaran  
Kode Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  ke  Komisi  Yudisial  Republik  
Indonesiayang dilakukan oleh Terlapor: 
a. Nama      : .......................................................................................... 
b. NIP      : .......................................................................................... 
c. Jabatan    : .......................................................................................... 
d. Nomor Perkara  : .......................................................................................... 
e. Tempat Tugas  : .......................................................................................... 
2. Memberikan keterangan dan bukti-bukti pendukung yang berkaitan dengan 
laporan; 




Penerima Kuasa,                  Pemberi Kuasa, 
(Materai Rp 6.000) 
...........................        ............................... 
Bentuk Pelanggaran 
- KPN Menolak atau dengan memerintahkan kepada Panitera atau Pegawai Pengadilan 
untuk menolak dan tidak usah melayanipencari keadilan yang akan mendaftarkan perkara 
di pengadilan. 
- Menawarkan / menentukan Advokat tertentu yang mempunyai hubungan kedekatan 
dengan Hakim yang menangani perkara. 
- Ketua Pengadilan menunjuk dirinya sendiri / Majelis hakim tertentu untuk mengadili 
perkara yang memiliki konflik kepentingan / mempunyai nilai finasial yang tinggi. 
- Ketua Pengadilan / Wakilnya karena jabatannya mengeluarkan surat yang manipulative / 
tidak sesuai dengan fakta untuk kepentingan salah satu pihak, Contoh: KPN 
menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan surat keterangan yang 
menerangkan bahwa seorang Caleg Tertentu tidak pernah dijatuhi hukuman pidana 
padahal senyatanya seorang tersebut pernah dijatuhi hukum pidana oleh Pengadilan. 
- Menolak tugas mengadili perkara tertentu berdasarkan alasan yang tidak diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. misalnya menolak mengadili tindak pidana ringan, 
perkara yang tidak ‘’basah’’, perkara yang mengandung resiko keamanan 
- Hakim memberikan pendapat hukum  mengenai suatu permasalahan yang diajukan oleh 
pihak tertentu yang kemungkinan kuat akan berperkara di Pengadilan, dengan cara 
memberikan informasi / jawaban/ janji / kepastian kepada pihak tertentu, bahwa perkara 
tersebut akan menang / kalah. 
- Atas permintaan Korban agar Terdakwa bisa tetap atau dapat di tahan selama proses 
persidangan dengan imbalan tertentu 
- Seorang Oknum Hakim / KPN memberikan konsultasi hukum kepada pihak saksi 
korban/Pelapor, dan menjanjikan akan mengawal proses hukum Tersangka, dan dapat 
dipercepat dalam proses kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan, Oknum hakim 
memerintahkan kepada Kapolsek setempat untuk mempercepat proses pemeriksaan di 
Kepolisian. 
- Hakim tidak mengundurkan diri dan tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 
melibatkan para pihak, advokat, dan saksi memiliki hubungan pribadi dan keluarga 
sampai derajat ketiga dengan hakim. 
- Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak sesuai hukum acara. 
- Majelis Hakim tidak menunjuk penasehat hukum bagi Terdakwa yang diancam dengan 
pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi Terdakwa yang 
tidak mampu dan diancam pidana lima tahun. 
- Hakim menyidangkan perkara tanpa pemanggilan secara sah dan patut kepada para pihak 
- Hakim menginjinkan seorang kuasa beracara dengan surat kuasa khusus yang tidak 
memenuhi syarat, Contoh : Menerima kuasa cap jempol tanpa di legalisasi oleh pejabat 
umum. 
- Merekayasa sidang dengan memotong / menghilangkan tahapan tertentu dari proses 
persidangan / hukum acara  
- Dalam perkara perdata hakim tidak melaksanakan / menghilangkan proses Mediasi. 
- Majelis Hakim dalam pemeriksaan dipersidangan menginjinkan seorang saksi yang 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 168 KUHAP untuk memberikan keterangan 
dibawah sumpah, meskipun juga tanpa ada persetujuan dari para pihak. 
- Persidangan hanya diperiksa dan diadili oleh seorang hakim (hakim tunggal) kecuali 
dalam perkara acara pemeriksaan cepat. 
- Hakim menerima alat bukti di luar proses resmi persidangan. 
- Hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan 
mengenai salah atau tidaknya terdakwa sebelum perkara itu selesai diperiksa dan belum 
diputus. 
- Hakim menyudutkan / menekan terdakwa / salah satu pihak dengan pernyataan-
pernyataan maupun dengan sikap. 
- Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi 
meringankan. 
- Hakim menolak serta merta tanpa alasan, terhadap bukti-bukti yang akan dihadirkan 
dipersidangan, menolak mendengarkan saksi-saksi / saksi ahli yag diajukan dari para 
pihak, Penasehat Hukum, Terdakwa, JPU 
- Hakim mengajukan pertanyaan yang menjerat baik kepada Terdakwa / saksi. 
- Selama proses pemeriksaan di persidangan fakta yang terungkap baik berupa keterangan-
keterangan yang disampaikan para pihak, ataupun bukti-bukti yang sudah diajukan, 
dengan disengaja atau tanpa disengaja, tidak dicatat dengan baik dalam berita acara 
pemeriksaan sidang / bahkan menghilangkan / merubah keterangan-keterangan / fakta-
fakta yang sudah terungkap dalam persidangan dengan tidak dicatat dalam Berita acara 
pemeriksaan sidang. 
- Hakim sering menunda sidang atau tidak mengahadiri sidang dikarenakan menghadiri 
undangan yang  bersifat pribadi, mengajar. Dll 
- Hakim sering  tidak hadir sidang tanpa ada alasan yang jelas tetapi namanya tercantum 
dalam putusan. 
- Majelis Hakim sering menunda-nunda persidangan untuk mengulur-ulur waktu negoisasi 
putusan. 
- Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri melebihi dari 6 (enam) bulan dan tidak ada 
laporan Hakim Ketua kepada KPT melalui KPN. 
- Hakim memojokan para pihak tertentu yang hadir dipersidangan dengan kata-kata yang 
tidak beretika / marah-marah / menyinggung SARA 
- Hakim memprovokasi para pihak agar menolak didampingi oleh kuasa tertentu. 
- Hakim tidur selama persidangan berlangsung. 
- Hakim sibuk berkomunikasi melalui telepon, SMS dan alat komunikasi sejenisnya 
sehingga tidak fokus dalam persidangan. 
- Hakim ketua tidak memberi kesempatan kepada hakim anggota untuk mengajukan 
pertanyaan. 
- Salah satu pihak yang berperkara bertemu dan / atau berkomunikasi dengan hakim tanpa 
dihadiri pihak lainya diluar persidangan 
- Hakim atau melalui perantaranya (oknum tertentu) meminta kepada para pihak yang 
berperkara untuk memberikan imbalan tertentu (uang,fasilitas, entertaint/hiburan dan atau 
sejenisnya) agar hakim dapat mengabulkan keingan salah satu pihak untuk memutus 
perkara sebagaimana yang di inginkan pihak tersebut. 
- Oknum Hakim / pegawai pengadilan / calo menghubungi para pihak dan meminta uang  
lelah dan apabila tidak diberikan maka akan dikalahkan 
- Jaksa/Advokat/Calo / Oknum Pengadilan menipu salah satu pihak/para pihak (pada 
perkara perdata) atau terdakwa/korban (pada perkara pidana) seolah-olah Hakim 
meminta uang dengan jumlah tertentu (padahal hakim tidak meminta/kalaupun 
memintajumlahnya tidak setinggi yang disebutkan). 
- Putusan tidak didasarkan kepada fakta sidang. 
- Merubah/ tidak mencatumkan / menghilangkan / keterangan-keterangan yang 
menentukan dari para pihak yang sudah dihadirkan dipersidangan (penggugat, 
tertugat,Terdakwa, JPU, Penasehat Hukum, Saksi, Saksi Ahli), apa yang disampaikan/ 
terungkap dipersidangan berbeda dengan yang ditulis dalam putusan. 
- Hakim dalam putusannya lalai mencantumkan / menghilangkan beberapa saksi yang 
dihadirkan dalam putusan. 
- Keterangan saksi yang terdapat dalam putusan berbeda dengan keterangan saksi yang ada 
dalam pertimbangan hukum, misal dapat dicermati pada bagian keterangan saksi dan 
pertimbangan hukum dalam putusan. 
- dalam putusan dicantumkan bahwa Hakim telah mengupayakan proses perdamaian 
melalui mediasi tetapi tidak berhasil (faktanya tidak pernah ada proses mediasi). 
- Hakim dalam perkara perdata memutus lebih dari apa yang dimintakan oleh penggugat. 
- Hakim tidak mempertimbangkan seluruh petitum/permintaan penggugat. 
- Dalam perkara perdata, putusan tidak menyebutkan sudah dilaksanakan proses mediasi 
dan mencantumkan nama mediatornya. 
- Dalam hal adanya permintaan sita jaminan dalam perkara perdata yang telah dilaksanakan 
selama proses sidang, namun dalam amar putusannyaketika gugatan penggugat 
dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima hakim lupa / lalai untuk  mencantumkan 
perintah untuk mengangkat sita jaminan. 
- Hakim memaksakan dan tidak berhati-hati dalam mengabulkan Putusan Serta Merta, 
meskipun pihak penggugat tidak mendasarkan pada bukti autentik, dengan mengabaikan 
Bukti Autentik yang diajukan oleh pihak Tergugat. 
- Tidak mengirimkan/menghilangkan berkas-berkas banding/kasasi dari para 
pemohon/termohon banding/kasasi sehingga tidak diperiksa oleh Pengadilan 
Tinggi/Mahkamah Agung. 
- hakim dalam mengabulkan penetapan sita jaminan hanya didasarkan pada alasan 
penggugat/pemohon sita saja yaitu untuk mencegah pengalihan obyek gugatan tanpa 
menyebutkan indikasi-indikasi / sangkaan yang beralasan akan adanya pengalihan 
tersebut oleh tergugat 
- Dalam amar putusan hakim tidak mencantumkan perintah untuk mengangkat sita jaminan 
ketika gugatan penggugat  dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. 
- Hakim meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang sebelumnya telah di 
letakan sita jaminan berdasarkan putusan  yang terdahulu. 
- Sita jaminan dilakukan terhadap obyek yang luasnya nya melebihi obyek perkara yang 
digugat. 
- Hakim dalam putusannya telah memutus batas-batas tanah hanya berdasarkan keterangan 
saksi-saksi. 
- tidak mencantumkan hasil pemeriksaan dalam amar putusan, batasan tanah disesuaikan 
dengan gugatan dan tidak didasarkan kepada hasil Pemeriksaan Setempat yang telah 
dilakukan 
- Permintaan biaya tidak resmi untuk melakukan pemeriksaan setempat. 
- Meminta / menggunakan fasilitas tertentu dari salah satu pihak/para pihak yang sedang 
berperkara dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat. 
- Ketua Pengadilan Menolak untuk menandatangai /mengeluarkan Penetapan Eksekusi 
meskipun pihak pemohon Eksekusi sudah mempunyai Dasar Hukum dan telah memenuhi 
segala Admintrasi Permohonan Eksekusi dari Pengadilan. 
- Hakim tetap memaksakan agar segera dilaksanakan  eksekusi tanpa mengindahkan 
adanya alasan kemanusian. 
- Ketua Pengadilan memaksakan pelaksanakan Eksekusi meskipun diketahui dalam amar 
putusan tidak ada perintah untuk mengosongkan obyek perkara. 
- Hakim memaksakan agar tanah dapat di eksekusi paksa dengan tidak memperhatikan 
bahwa obyek eksekusi tidak jelas, eksekusi melebihi dari amar putusan 
- Eksekusi dilakukan terhadap tanah yang bukan merupakan obyek sengketa. 
- Pelaksanan eksekusi tanpa adanya peringatan/teguran (aanmaning) terlebih dulu kepada 
tergugat/termohon eksekusi tidak sesuai prosedur. 
- Tetap Memaksakan melaksanakan eksekusi meskipun diketahui terhadap obyek tanah 
tersebut merupakan aset milik negara, serta mengabaikan adanya putusan pidana yang 
sudah BHT tentang adanya tindak pidana penggunaan surat palsu dalam putusan perdata 
yang menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi. 
- Eksekusi tidak dilaksanakan / ditangguhkan tanpa adanya penetapan, meskipun telah 
dipenuhinya persyaratan eksekusi oleh pemohon eksekusi. 
- Pelaksanaan Eksekusi tanpa adanya permohonan/permintaan eksekusi oleh pemohon 
eksekusi/kuasanya yang sah. 
- Hakim melakukan perbuatan tidak etis yang bertetangan dengan norm asusila, Norma 
adat / budaya dan norma agama, dan atau melakukan tindak pidana.  
- Hakim menggunakan jabatannya untuk memasukan anggota keluarganya menjadi hakim 
atau jabatan / profesi tertentu.
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 Sumber : Penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan 
Lampiran IV 
Nama Kota, Tgl Bln Tahun 
Nomor  : ....................... 
Lampiran  : ....  
Hal : Permohonan Pemantauan dan Pengawasan Persidangan pada 
perkara  
Nomor: ...................................... 
Kepada Yth.                 





Yang bertanda tangan di bawah ini,  
Nama  :………………................................................................. 
Alamat : ………………………………....................................... 
Pekerjaan : ………………………………........................................ 
No. Telepon : …………………………………………........................ 
Dengan  ini  mengajukan  permohonan  pemantauan  dan  pengawasan  
persidangan  perkara  
Nomor: ......................................... dengan susunan majelis hakim sebagai berikut: 
1.  ………………………………….   (Hakim Ketua) 
2.  ………………………………….  (Hakim Anggota) 
3.  …………………………………    (Hakim Anggota) 
4.   ..........................................    (Panitera Pengganti) 
Adapun yang menjadi dasar permohonan pemantauan  dan pengawasan 
persidangan  ini  adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa (Pemohon menyebutkan identitas para pihak yang berperkara). 
2. Bahwa (Pemohon menjelaskan kronologis singkat perkara). 
3. Bahwa (Pemohon menyebutkan jadwal dan agenda persidangan). 
4. Bahwa  (Pemohon  dapat  menyebutkan  dugaan  awal  apabila  ditemukan  
kejanggalan dalam proses persidangan dengan melampirkan bukti 
pendukung). 
5. Bahwa (Pemohon menyampaikan alasan mengapa persidangan tersebut 
perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan persidangan). 
6. Dst .............................................. 
Demikian permohonan  ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi 
Yudisial Republik Indonesia  untuk  dapat  melakukan  pemantauan  dan  
pengawasan  persidangan  perkara  a  quodalam rangka menjaga dan menegakkan 
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